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ABSTRAK 
Andi Mariyam Ulfa (E211 13 030), Responsivitas Pelayanan Publik (Studi 
Kasus: Pelayanan Polres Enrekang Terhadap Pengaduan Masyarakat), 
xiii+92 Halaman + 3 Tabel + 2 Gambar + 34 Pustaka (1995-2013) + Lampiran 
+ Dibimbing oleh Prof. Dr. H Baharuddin, M.Si dan Dr. Syahribulan, M.Si. 
 Polres Kabupaten Enrekang merupakan salah satu instansi pelayanan 
masyarakat bergerak dibidang pengamanan dan ketertiban umum. Dari beberapa 
observasi menunjukkan bahwa adanya masalah di Polres Kabupaten Enrekang 
mengenai responsivitas pelayanan pengaduan masyarakat diantaranya yaitu 
setelah masyarakat melakukan pengaduan baik itu tindakan kriminal maupun 
pengaduan atas perbuatan yang tidak menyenangkan, biasanya pihak kepolisian 
melayani pengaduan tersebut dengan cepat namun dalam tahap proses 
penyelidikan, penyelidik kurang sigap. Berdasarkan Jumlah kasus aduan 
masyarakat pada Satuan Reskrim Polres Enrekang setiap tahunnya semakin 
berkurang dimana tahun 2015 aduan yang masuk 205 kasus dan tahun 2016 180 
kasus dan aduan yang memperoleh pelayanan dari bagian reskrim tidak 
seluruhnya ditindak lanjuti atau diselesaikan. Adapun jumlah kasus yang 
terselesaikan pada tahun 2015 yaitu 188 kasus dan pada tahun 2016 168 kasus. 
 
 Masyarakat menginginkan respon/pelayanan dari petugas untuk 
melakukan pelayanan dengan cepat, cermat, dan waktu yang tepat. Dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
responsivitas pelayanan Polres Enrekang terhadap pengaduan yang dilakukan 
oleh masyarakat.  
 
 Dengan melihat empat indikator teori responsivitas pelayanan oleh 
zeithaml, yakni Kemampuan merespon masyarakat, Kecepatan melayani, 
Kecermatan melayani, dan Ketepatan waktu melayani. Hasil penelitian 
menujukkan bahwa secara umum responsivitas pelayanan pengaduan 
masyarakat di Polres Enrekang dikatakan baik dilihat dari beberapa temuan 
dilokasi penelitian, terkecuali untuk satu indikator yakni ketepatan waktu 
dalam melayani masyarakat. 
 
Keyword : Responsivitas, Pelayanan, Pendekatan Kualitatif,  
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ABSTRACT 
Andi Mariyam Ulfa (E211 13 030), Public Service Responsiveness (Case 
Study: Enrekang Police Service Against Community Complaints), xiii + 92 
Page + 3 Table + 2 Drawings + 34 Pustaka (1995-2013) + Appendix + Guided 
by Prof. Dr. H Baharuddin, M.Si and Dr. Syahribulan, M.Si. 
 
 Enrekang District Police is one of the public service agencies engaged in 
security and public order. From several observations indicate that the problem in 
District Police Enrekang about responsiveness of public complaints service such 
as after the public made a complaint both criminal and complaints of unfavorable 
acts, usually the police serve the complaint quickly but in the process of 
investigation stage, Spry. Based on the number of cases of complaints on 
Enrekang Police Criminal Unit annually decreases where in 2015 complaints 
entering 205 cases and in 2016 180 cases and complaints receiving services from 
the reskrim section are not entirely followed up or resolved. The number of cases 
completed in 2015 is 188 cases and in 2016 168 cases.. 
 People want the response / service from the officers to do the service 
quickly, carefully, and the right time. By using qualitative approach, this research 
aims to analyze responsiveness of Enrekang Polres service to the complaint done 
by society. 
 By looking at the four indicators of the responsiveness theory of service by 
zeithaml, namely the ability to respond to society, the speed of service, the 
accuracy of serving, and the punctuality of serving. The results showed that in 
general the responsiveness of the public complaints service in Enrekang District 
Police is said to be well seen from several findings in the research location, except 
for one indicator that is the punctuality in serving the community. 
Keyword: Responsiveness, Service, Qualitative Approach, 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
I.1. Latar Belakang 
 Pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah dan 
dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik itu di pusat, di Daerah, dan 
dilingkungan Badan Usaha Milik Negara. Pelayanan publik berbentuk pelayanan 
barang publik maupun pelayanan jasa. Dewasa ini Masyarakat semakin terbuka 
dalam memberikan kritik bagi pelayanan publik. Oleh sebab itu substansi 
administrasi sangat berperan dalam mengatur dan mengarahkan seluruh kegiatan 
organisasi pelayanan dalam mencapai tujuan. 
Tujuan pelayanan publik adalah memenuhi kebutuhan warga pengguna 
agar dapat memperoleh pelayanan yang diinginkan dan memuaskan. Karena itu, 
penyedia layanan harus mampu mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan warga 
pengguna, kemudian memberikan pelayanan sesuai dengan keinginan dan 
kebutuhan warga tersebut (Dwiyanto, 2006 : 149). Selain pelayanan untuk 
memenuhi kebutuhan dasar warga Negara, pelayanan untuk mencapai tujuan 
Negara lainnya yang termasuk dalam pelayanan publik adalah pelayanan untuk 
mencapai tujuan strategis pemerintah (Dwiyanto, 2006 : 20). Salah satu bentuk 
pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah manajemen 
pelayanan pengaduan masyarakat. Levine dalam Agus Dwiyanto (2006 : 144) 
mengemukakan tiga konsep yang dapat digunakan untuk menilai kualitas 
pelayanan publik, yaitu: 
1. Responsivitas, adalah daya tanggap penyedia layanan terhadap 
harapan, keinginan, aspirasi maupun tuntutan pengguna layanan. 
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2. Responsibilitas, adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh 
proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan sesuai dengan 
prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan administrasi dan organisasi 
yang benar dan telah ditetapkan. 
3. Akuntabilitas, adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar 
proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kepentingan 
stakeholders dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat. 
Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena 
responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik 
dalam menjalankan misi dan tujuannya terutama untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat (Tangkilisan, 2005 : 177). Responsivitas berkaitan dengan kecepatan 
tanggapan yang dilakukan oleh petugas pelayanan pengaduan dalam memenuhi 
kebutuhan masyarakat sebagai pengguna jasa yang membutuhkan pelayanan 
pengaduan. 
Responsivitas yang rendah ditunjukkan karena adanya ketidakselarasan 
antara pelayanan yang ada dan kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan 
kegagalan suatu organisasi dalam mewujudkan tujuan dan misi organisasi. 
Responsivitas atau daya tanggap adalah kemampuan organisasi untuk 
mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menyusun prioritas kebutuhan, dan 
mengembangkannya ke dalam berbagai program pelayanan. Responsivitas 
mengukur daya tanggap organisasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi, 
serta tuntutan warga pengguna layanan. 
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Defenisi pelayanan publik menurut Permenpan No. 24 Tahun 2004 adalah 
segala kegiatan pelayanan yang dilakasanakan oleh penyelenggara pelayanan 
publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan, maupun dalam 
rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hakikat 
pelayanan publik ini sendiri adalah pemberian pelayanan prima kepada 
masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur sebagai abdi 
masyarakat.Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi 
pengguna jasa, penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asaz pelayan 
sebagai berikut: (Keputusan MENPAN No. 63 Tahun 2004). 
a. Tranpransi 
Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak dan 
disediakan secara memadai serta mudah dimengerti; 
b. Akuntabilitas 
Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 
c. Kondisional 
Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan 
dengan tetap berpegang pada prinsip efisien dan efektifitas; 
d. Partisipatif 
Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan 
publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan 
masyarakat; 
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e. Kesamaan Hak 
Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, 
golongan, gender, dan status ekonomi. 
 
f. Keseimbangan Hak Kewajiban 
Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan 
kewajiban masing-masing pihak. 
Dalam UUD nomor 25 tahun 2009 bab 1 pasal 1 ayat 1 tentang pelayanan 
publik, dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian 
kegiatan dalam rangka kebutuhan pemenuhan pelayanan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas 
barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh 
penyelenggara pelayanan publik. 
Obsorne dan Gaebler (Dwiyanto, 2006:149) Tujuan utama pelayanan 
publik adalah memenuhi kebutuhan warga pengguna agar dapat memperoleh 
pelayanan yang diinginkan dan memuaskan.Karena itu ,penyedia layanan harus 
mampu mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan warga pengguna, kemudian 
memberikan pelayanan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan warga tersebut. 
Efisiensi pelayanan publik dapat didefenisikan sebagai perbandingan 
terbaik antara input output. Input yang dimaksudkan di sini dapat berupa baiaya, 
waktu,dan tenaga. Dari sisi input, pelayanan publik dikatakan efisien apabila 
pelayanan tersebut menggunakan sumber daya murah dan tidak boros. Dari sisi 
proses, agar dapat dikatakan efisien maka prosedur layanan publik harus bersifat 
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sederhana sehingga warga pengguna tidak mengeluarkan banyak energi dan 
biaya dalam mengakses suatu layanan. Sedangkan dari sisi output, pelayanan 
publik dikatakan efisien apabila penggunaan sumber daya yang murah dan tidak 
boros tadi tetap menghasilkan produk pelayanan yang sesuai dengan standar dan 
dapat memuaskan pengguna layanan. Dwiyanto (2006:157) 
Lembaga kepolisian merupakan pintu gerbang dari sistem peradilan pidana 
di Indonesia. Sebagai pintu gerbang dari sistem peradilan pidana, lembaga 
kepolisian memiliki interaksi yang tinggi dengan masyarakat. Beragamnya tugas 
polisi di era modern ini memposisikan polisi sebagai agen penegak hukum yang 
memiliki interaksi yang tinggi dengan masyaraka, khususnya interaksi polisi 
dengan berbagai jenis kejahatan di masyarakat. Kunarto dan Hadi Kuswaryono 
(Kunarto dan Hadi dalam Widiawati, 2010:2) mengungkapkan, interaksi personil 
polisi dengan kejahatan ini menjadikan kegiatan polisi sebagai kegiatan yang 
menempatkan anggotanya dalam begitu banyak kesempatan untuk melakukan 
penyimpangan. 
Menurut Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 2, Fungsi Kepolisian 
adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan 
dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan 
pelayanan kepada masyarakat. Postur Polri yang profesional, bermoral dan 
modern yang ditata dan dirumuskan dalam susunan kelembagaan sesuai dengan 
pola kebutuhan dan keseimbangan organisasi yaitu Polda cukup sebagai 
Kesatuan Induk Penuh, Polres besar sebagai Kesatuan Operasional Dasar (KOD) 
dan Polsek kuat sebagai sentra pelayanan masyarakat terdepan. Sejarah 
kepolisian di indonesia yang berasal dari rakyat dapat menjadi pendorong 
tumbuhnya semangat baru yang berguna untuk menperkuat citra Polri dan jati diri 
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anggota Polri, masih tetap melekat pada jiwa anggota Polri di jajaran Polres 
Enrekang walaupun sebagian kecil masih ditemukan adanya penyimpangan dan 
pelanggaran hukum yang dilakukan Polisi maupun PNS Polri..  
Di Polres Kabupaten Enrekang terdapat masalah mengenai responsivitas 
pelayanan pengaduan masyarakat diantaranya yaitu setelah masyarakat 
melakukan pengaduan baik itu tindakan kriminal maupun pengaduan atas 
perbuatan yang tidak menyenangkan,biasanya pihak kepolisian melayani 
pengaduan tersebut dengan cepat namun dalam tahap proses penyelidikan, 
penyelidik kurang sigap. Hal ini yang menyebabkan begitu banyak keluhan atau 
ketidakpuasan masyarakat terhadap pengaduan tindak pidana yang diajukan tidak 
segera ditindaklanjuti. 
Adapun jenis kasus yang sering terjadi di kabupaten enrekang yaitu: 
Penganiayaan berat (Anirat) pada tahun 2015 jumlah kasus ini nihil dan pada 
tahun 2016 1 kasus, pembunuhan pada tahun 2015 jumlah kasus nihil dan pada 
tahun 2016 1 kasus,  pencurian berat (Curat), pada tahun 2015 1 kasus dan pada 
tahun 2016 nihil, pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) pada tahun 2015  18 
kasus dan pada tahun 2016 7 kasus, dan pencurian hewan (Curwan) pada tahun 
2015 1 kasus dan tahun 2016 2 kasus. Dari beberapa kasus tersebut dapat 
digolongkan dalam kejahat konfensional. 
Hal inilah yang melatar belakangi peneliti mengambil judul ”Responsivitas 
Pelayanan Publik (Studi Kasus: Pelayanan Polres Enrekang Terhadap Pengaduan 
Masyarakat” 
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I.2. Rumusan Masalah 
Dari uraian diatas yang telah dikemukakan, maka yang menjadi rumusan 
masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimana responsivitas 
pelayanan polres enrekang terhadap pengaduan masyarakat?” 
I.3. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan maka tujuan yang ingin 
dicapai dalam penelitian ini adalah “menganalisis responsivitas pelayanan polres 
enrekang terhadap pengaduan masyarakat”. 
I.4. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Akademis  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi civitas 
akademik mengenai tingkat pelayanan pengaduan masyarakat di Polres 
Kabupaten Enrekang. 
2. Manfaat Praktis  
Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat memberikan 
masukan bagi berbagai pihak khususnya kepada penyelenggara pengaduan 
masyarakat di Polres Kabupaten Enrekang. Sehiingga dapat dijadikan referensi 
untuk meningkatkan mutu pelayanan pengaduan sesuai dengan harapan 
masyarakat. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
II.1. Konsep Pelayanan Publik 
 Pelayanan itu adalah proses dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia 
sesuai dengan haknya. Kata “umum” dalam “pelayanan” menunjukkan 
masyarakat, orang banyak, yang punya kepentingan, terjemahan dalam bahasa 
inggris “publik” kalau dihubungkan dengan kata pelayanan maka menjadi 
pelayanan umum (public service) atau pelayanan publik. Istilah dalam konsep 
pelayanan banyak ditemui dalam berbagai aspek kehidupan manusia dewasa ini. 
Keragaman istilah dan konsep pelayanan menandakan ketertarikan para ahli 
untuk memberikan kotribusi terhadap perkembangan konsep pelayanan itu 
sendiri. Menurut Moenir (1995:16) pelayanan adalah “suatu proses pemenuhan 
kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung”. 
 Santoso  (2008:128) mengungkapkan bahwa : “pelayanan pada dasarnya 
dapat didefenisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok, dan/atau organisasi 
baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan”. Menurut 
Boediono (2003:60) menyatakan bahwa “pelayanan adalah suatu proses bantuan 
kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan 
hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan”. 
Selanjutnya  Brata (2004:18) menguraikan kata service (pelayanan) menjadi: 
a. Self Awareness 
Menanamkan kesadaran diri sehingga dapat memahami posisi, agar 
mampu memberikan pelayanan dengan benar. 
b. Enthusiasm 
Melakasanakan pelayanan dengan penuh gairah. 
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c. Reform 
Memperbaiki pelayanan kinerja dari waktu ke waktu . 
d. Value 
Memberikan pelayanan yang mempunyai nilai tambah. 
e. Impressive 
Menampilkan diri secara menarik, tetapi tidak berlebihan. 
f. Cere 
Memberikan perhatian atau kepedulian kepada pelanggan secara optimal. 
g. Evaluation 
Mengevaluasi pelaksanaan layanan yang sudah diberikan. 
Menurut Brata (2004:4) “pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan 
yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau 
mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan”. Dalam kamus besar 
bahasa indonesia dijelaskan pelayanan sebagai usaha melayani kebutuhan orang 
lain. Sedangkan melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang 
diperlukan seseorang. Berikutnya Sugiarto (1999:36) “ pelayanan sebagai suatu 
tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan orang lain, yang tingkat 
pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani maupun dilayani”. 
II.1.1 Pengertian Pelayanan Publik 
 Untuk menelaah pelayanan publik secara konseptual, perlu dibahas kata 
demi kata karena pelayanan publik yang menjadi fokus studi disiplin ilmu 
administrasi publik di indonesia. Menurut Lukman (2000:18) “pelayanan adalah 
setiap kegiatan yang menguntungkan dala suatu kumpulan atau kesatuan, dan 
menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara 
fisik”. 
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Sampara (2000:27) berpendapat bahwa “pelayanan adalah suatu kegiatan 
atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang 
dengan dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan 
pelanggan”. Sementara itu, istilah publik berasal dari bahasa inggris public yang 
berarti umum, masyarakat, negara. Kata publik sebenarnya sudah diterima 
menjadi Bahasa Indonesia Baku menjadi publik yang berarti umum, orang banyak, 
ramai. Pelayanan publik diartiakan, pemberian layanan (melayani) keperluan 
orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai 
dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Selanjutnya menurut 
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63/KEP/M.PAN/7/2003, 
pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh 
penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima 
layanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
 Dalam UUD nomor 25 tahun 2009 bab 1 pasal 1 ayat 1 tentang pelayanan 
publik, dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian 
kegiatan dalam rangka kebutuhan pemenuhan pelayanan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas 
barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh 
penyelenggara pelayanan publik.  
Masyarakat setiap waktu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari 
para penyelenggara pelayanan, namun tuntutan tersebut tidak sesuai dengan 
harapan masyarakat. Masih  banyaknya bentuk pelayanan yang terlalu berbelit-
belit, lambat, mengeluarkan banyak biaya, dan membuat lelah. Pelayanan publik 
menjadi ujung tombak interaksi antara masyarakat dan pemerintah. Kinerja 
birokrasi dapat dinilai salah satunya dengan melihat sejauh mana kualitas 
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pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan kegiatan untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat sesuai dengan hak-hak atas suatu barang, jasa dan 
pelayanan administrasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan seperti 
lembaga dan petugas pelayanan publik baik pemerintah beserta kelengkapan 
kelembagaannya yang menyelenggarakan pelayanan publik, sesuai dengan 
undang-undang yang telah ditetapkan. 
II.1.2 Jenis Pelayanan Publik 
 Kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan publik yang menjadi 
hak setiap warga negaranya ataupun memberikan playanan kepada warga negara 
yang memenuhi kewajibannya terhadap negara. Bentuk pelayanan publik yang 
diberikan kepada msyarakat dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis pelayanan, 
yaitu: 
a. Pelayana pemerintah, adalah jenis pelayanan masyarkat yang terkait 
tugas-tugas umum pemerintah seperti pelayanan KTP, SIM, pajak, dan 
keimigrasian 
b. Pelayanan pembangunan, yaitu suatu jenis pelayanan masyarakat yang 
terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk memberikan 
fasilitas kepada masyarakat dalam melakukan aktifitas sebagai warga 
negara 
c. Pelayanan utilitas, yaitu jenis pelayanan yang terkait utilitas bagi 
masyarakat 
d.  Pelayanan sandang, pangan, dan papan, merupakan jenis pelayanan 
yang menyediakan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan 
perumahan 
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e. Pelayanan kemasyarakata, yaitu jenis pelayanan masyarakat yang diligat 
dari sifat dan kepentingannya lebih ditekankan pada kegiatan-kegiatan 
social kemasyarakatan (Ahmad, 2013 : 30-31) 
II.1.3 Pola Penyelenggaraan Pelayanan Publik 
 Untuk menciptakan pelayanan yang berkualitas, Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Nrgara menerbitkan keputusan tentang pola penyelenggaraan pelayanan 
publik yaitu: 
1. Fungsional  
Pola pelayanan publik diberikan oleh penyelenggara pelayanan, seusai 
dengan tugas, fungsi dan kewenanganny. 
2. Terpusat 
Pola pelayanan publik diberikan oleh penyelenggara pelayanan 
berdasarkan pelimpahan wewenang dari penyelenggara pelayanan terkait 
lainnya yang bersangkutan 
3. Terpadu 
a. Terpadu satu atap 
Pola pelayanan terpadu satu atap diselenggarakan dalam satu tempat 
yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai 
keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa pintu. Terhadap jenis 
pelayanan yang sudah dekat dengan masyarakat tidak perlu lagi disatu 
atapkan. 
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b. Terpadu satu pintu 
Pola pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan pada satau tempat 
yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan 
proses dan dilayani melaui satu pintu. 
4. Gugus tugas 
Petugas spelayanan publik secara perorangan atau dalam bentuk gugus 
tugas ditempatkan pada instansi pemberi pelayanan yang memiliki 
keterkaitan proses dan lokasi pemberian pelayanan tertentu. 
II.1.4 Prinsip Pelayanan Publik 
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 
2003 menjelaskan bahwa pemberian pelayanan umum kepada masyarakat 
merupakan perwujudan dari fungsi aparatur Negara sebagai abdi Negara dan abdi 
masyarakat, sehingga penyelenggaraannya perlu ditingkatkan secara terus 
menerus sesuai dengan sasaran pembangunan. Dalam keputusan tersebut 
ditetapkan sepuluh sendi pelayanan yang harus dilaksanakan oleh instansi atau 
satuan kerja dalam suatu departemen yang berfungsi sebagai unit pelayanan 
umum, yaitu : 
a) Kesederhanaan  
Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah 
dilaksanakan.  
b) Kejelasan  
1. Persyaratan teknis dan administrative pelayanan publik.  
2. Unit kerja / pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam      
memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan/ sengketa 
dalam pelaksanaan pelayanan publik.  
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3. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.  
c) Kepastian Waktu  
Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang 
telah ditentukan.  
d) Akurasi  
Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah.  
e) Keamanan  
Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan 
kepastian hukum.  
f) Tanggung Jawab  
Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk 
bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian 
keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.  
g) Kelengkapan Sarana dan Prasarana  
Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung 
lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan 
informatika.  
h) Kemudahan Akses  
Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah 
dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi 
dan informatika.  
i) Kedisiplinan, Kesopanan, dan Keramahan  
Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan, dan santun, ramah, 
serta memberikan pelayanan dengan ikhlas. 
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j) Kenyamanan  
Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang 
nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan 
fasilitas pendukung pelayanan. 
II.1.5 Kualitas Pelayanan Publik 
Dalam rangka menyiapkan suatu pelayanan yang berkualitas yang sesuai 
dengan yang diharapkan perlu berdasarkan pada sistem kualitas yang memiliki ciri 
atau karakteristik tertentu. Kualitas pada dasarnya merupakan kata yang bersifat 
abstrak, digunakan untuk menilai tingkat penyesuaian suatu hal terhadap 
persyaratan. Bila persyaratan terpenuhi berarti kualitas dapat dikatakan baik 
begitupun sebaliknya, apabila persyaratan tidak terpenuhi maka kualitas dapat 
dikatakan tidak baik.  
Pelayanan yang berkualitas menurut Osborne dan Gabler (1995) serta Bloom 
(1981) dalam (Pasolong, 2011:133) antara lain memiliki ciri-ciri seperti : tidak 
procedural (birokratis), terdistribusi dan terdesentralisasi serta berorientasi kepada 
pelanggan.  
Menurut Joseph M. Juran dalam M.N. Nasution (2005:34) mendefinisikan 
kualitas sebagai: 
“Kualitas sebagai cocok/sesuai untuk digunakan (fitness for use), yang 
mengandung pengertian bahwa suatu produk atau jasa harus dapat memenuhi 
apa yang diharapkan oleh pemakainya.”  
Fitzsimmons dalam Sedarmayanti (2004:90) mengutarakan bahwa kualitas 
pelayanan merupakan sesuatu yang kompleks sehingga untuk menentukan 
sejauh mana kualitas dari pelayanan dapat dilihat dari empat dimensi, yaitu: 
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a) Reliability, kemampuan untuk memberikan secra tepat dan benar, jenis 
pelayanan yang telah dijanjikan kepada konsumen/pelanggan. 
b) Resposivenessm kesadaran atau keinginan untuk membantu konsumen 
dan memberikan pelayanan yang cepat. 
c) Emphaty, kemauan pemberian pelayanan untuk melakukan pendekatan, 
memberikan perlindungan, serta berusaha untuk mengetahui keinginan 
dan kebutuhan konsumen. 
d) Tangibles, penampilan para pegawai dan fasilitas fisik lainnya, seperti 
peralatan atau perlengkapan yang menunjang pelayanan  dalam upaya 
meningkatkan kualitas pelayanan, Mustofadidjaja dalam Badu Ahmad 
(2013 : 53) mengemukakan beberapa prinsip dalam penyediaan pelayanan 
pada sector publik meliputi: 
a. Menetapkan standar pelayanan, artinya standar tidak hanya 
menyangkut standar atas produk pelayanan, tetapi juga standar 
prosedur pelayanan dalam kaitannya dengan pemberian pelayanan 
berkualitas. 
b. Terbuka terhadap kritik dan saran maupun keluhan, dan menyediakan 
selurih informasi yang diperlukan dalam pelayanan. 
c. Memperlakukan seluruh masyarakat sebagai pelanggan secara adil. 
d. Mempermudah akses kepada seluruh pelanggan. 
e. Membenarkan sesuatu hal dalam proses pelayanan ketika hal tersebut 
menyimpang. 
f. Menggunakan semua sumber yang digunakan untuk melayani 
masyarakat pelanggan secara efesien dan efektif. 
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g. Salalu mencari pembaharuan dan mengupayakan peningkatan 
kualitas pelayanan. 
II.2 Konsep Responsivitas 
II.2.1. Pengertian Responsivitas 
Responsivitas adalah kemampuan provider untuk mengenali kebutuhan 
masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan 
program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi 
masyarakat.Secara singkat dapat dikatakan bahwa responsivitas ini mengukur 
daya tanggap provider terhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan 
customers (Ratminto & Atik Septi Winarsih, 2005:180-181).  
Sedangkan menurut Fitzsimmons dalam Sedarmayanti (2004:90), salah 
satu dimensi untuk menentukan kualitas pelayanan adalah responsiveness/ 
responsivitas. Responsivitas adalah kesadaran atau keinginan untuk membantu 
konsumen dan memberikan pelayanan yang cepat.  
Responsivitas sebagai salah satu indikator pelayanan berkaitan dengan 
daya tanggap aparatur terhadap kebutuhan masyarakat yang membutuhkan 
pelayanan sebagaimana diatur didalam perundang-undangan. Sementara itu, 
Siagian (2000) dalam pembahasannya mengenai teori pengembangan organisasi 
mengindikasikan bahwa responsivitas menyangkut kemampuan aparatur dalam 
menghadapi dan mengantisipasi aspirasi baru, perkembangan baru, tuntutan 
baru, dan pengetahuan baru. Birokrasi harus merespon secara cepat agar tidak 
tertinggal dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Sugandi, 2011: 124). 
Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karna 
responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik 
dalam menjalankan misi dan tujuannya terutama untuk memenuhi kebutuhan 
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masyarakat (Tangkilisan, 2005:177). Responsivitas adalah kemampuan birokrasi 
untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas 
pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan 
kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk 
pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan 
aspirasi masyarakat.  
Beberapa pendapat mengenai responsivitas dapat disimpukan bahwa 
responsivitas merupakan bentuk tanggapan dan kerelaan penyedia layanan dalam 
membantu memberikan pertolongan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan. 
Birokrasi dalam mendekatkan layanan terhadap masyarakat perlu upaya untuk 
mengenali apa saja kebutuhan masyarakat. Kemudian pengenalan kebutuhan 
masyarakat tersebut menjadi agenda penting bagi pemerintah untuk 
mengembangkan pemberian layanan, sehingga masyarakat dapat merasa puas.  
Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan 
masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan 
program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi 
masyarakat. Dalam konteks ini, responsivitas mengacu pada keselarasan antara 
program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 
Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidak selarasan antara 
pelayanan dengan kebutuhan masyarakat yang secara otomatis kinerja organisasi 
tersebut jelek. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam 
mewujudkan misi dan tujuan organisasi. 
II.2.2 Indikator Responsivitas 
Menurut Zeithaml dkk dalam Hardiyansyah (2011:46), Responsivitas 
dijabarkan menjadi beberapa indikator, seperti meliputi : 
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1. Mersespon setiap pelanggan / pemohon yang ingin mendapatkan 
pelayanan Indikator ini mencakup sikap dan komunikasi yang baik dari 
para penyedia layanan. 
2. Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan cepat. Pelayanan 
dengan cepat ini berkaitan dengan kesigapan dan ketulusan penyedia 
layanan dalam menjawab pertanyaan dan memenuhi permintaan 
pelanggan. 
3. Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan tepat yaitu tidak terjadi 
kesalahan dalam melayani, artinya pelayanan yang diberikan sesuai 
dengan keinginan masyarakat sehingga tidak ada yang merasa dirugikan 
atas pelayanan yang didaptnya. 
4. Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan cermat, berarti penyedia 
layanan harus selalu fokus dan sungguh-sungguh dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat. 
II.2.3 Responsivitas Pelayanan Publik 
Responsivitas merupakan pertanggung jawaban dari sisi yang menerima  
pelayanan atau masyarakat. Seberapa jauh masyarakat melihat penyelenggara 
pelayanan bersikap tanggap terhadap permasalahan, kebutuhan, dan harapan 
masyarakat.  
Responsivitas pelayanan publik sangat diperlukan karena merupakan bukti 
kemampuan organisasi publik untuk menyediakan apa yang menjadi tuntutan 
seluruh rakyat di suatu negara. Dalam hal ini responsivitas merupakan cara yang 
efisien dalam mengatur urusan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah atau 
lokal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, karenanya baik 
pemerintah pusat maupun daerah dikatakan responsif terhadap kebutuhan 
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masyarakat apabila kebutuhan masyarakat tadi diidentifikasi oleh para pembuat 
kebijakan dengan menggunakan pengetahuan yang dimiliki, secara tepat 
dandapat menjawab apa yang menjadi kepentingan publik (Widodo, 2007:272).  
Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk rnengenal kebutuhan 
masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan 
program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara 
singkat dapat dikatakan bahwa responsivitas ini mengukur daya tanggap birokasi 
terhadap harapan, keinginan dan aspirasi, serta tuntutan masyarakat (Tangkilisan, 
2005:177). Responsivitas sangat diperlukan dalam pelayanan publik karena hal 
tersebut merupakan bukti kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan 
masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan 
program-program pelayan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi 
masyarakat (Dilulio, 1991). Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan 
sendirinya memiliki kinerja yang jelek juga (Osborne & Plastrik, 1997). 
II.3 Konsep Pelayanan Pengaduan 
II.3.1 Pengertian Pengaduan Masyarakat 
Dalam Pasal 1 angka 24 dan 25 UUD No. 8 Tahun 1981 tentang kitab 
undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pengaduan adalah pemberitahuan 
disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang 
berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak 
pidana aduan yang merugikannya. “(Pasal 1 angka 25 KUHP) 
Ruang lingkup materi dalam pengaduan adalah kepastian telah terjadinya 
sebuah tindak pidana yang termasuk dalam delik aduan, dimana tindakan seorang 
pengadu yang mengadukan permasalahan pidana delik aduan harus segera 
ditindak lanjuti dengan sebuah tindakan hukum berupa serangkaian tindakan 
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penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Artinya dala proses 
penerimaan pengaduan dari masyarakat, seorang pejabat yang berwenang dalam 
hal ini polri khususnya, harus bisa menentukan apakah sebuah peristiwa yang 
dilaporkan oleh seorang pengadu merupakan sebuah tindak pidana delik aduan 
ataukah bukan. 
Pengaduan masyarakat merupakan solusi dari munculnya penyimpangan 
yang terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Menurut Anwar Hadi 
(2000:67-68), pengaduan adalah pernyataan secara lisan atau tertulis atas 
ketidakpuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh suatu sistem 
pelayanan. Pada dasarnya pengaduan merupakan masukan positif yang bersifat 
konstruktif.Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat atas tata kelola 
pemerintahan yang baik dan benar (good governance), maka pemberian prioritas 
atas kegiatan pelayanan menjadi suatu keharusan. Salah satu sektor yang perlu 
mendapat prioritas adalah pengaduan masyarakat yang ada di sektor publik. 
Untuk itu, pemerintah memberikan prioritas utama dibidang pelayanan atas 
pengaduan yang berasal dari masyarakat. Pelayanan yang baik, efisien dan efektif 
akan memberikan harapan akan terpenuhinya rasa keadilan di masyarakat serta 
terjaminya pengelolaan keuangan negara yang transparan dan terarah.  
Pada prinsipnya pelayanan pengaduan masyarakat kepada pemerintah 
diupayakan agar mempermudah masyarakat yang akan menyampaikan keluhan 
(complain), antara lain dengan menyediakan layanan hotline, faksimili dan situs 
web sebagai sarana mempermudah pengaduan masyarakat.  
Dalam setiap kegiatan atau pekerjaan yang melibatkan banyak orang 
kemungkinan terjadinya kesalahpahaman, salah pengertian, miskomunikasi, dan 
ketidakakuratan informasi antar pelaku, amatlah tinggi. Hal-hal ini mudah 
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mengundang terjadinya kekecewaan antar pihak-pihak tersebut. Beberapa di 
antara kekecewaan tersebut akan didi amkan dan ditelan oleh pihak yang kecewa 
dengan berbagai alasan. Beberepa kekecewaan yang lain akan ditumpahkan 
dalam bentuk protes. Jika tidak ditangani dengan benar, protes-protes semacam 
ini bisa menimbulkan gejolak dan mengganggu kelancaran pekerjaan. 
Penanganan pengaduan yang dimaksudkan dalam naskah ini adalah sistem, 
mekanisme, dan prosedur mengelola keluhan-keluhan atau protes-protes yang 
mungkin muncul dari berbagai pihak secara terstruktur sehingga tidak 
menimbulkan gejolak dan mengganggu kelancaran pekerjaan maupun kinerja 
instansi yang bersangkutan.  
 
II.3.2 Macam-Macam Pengaduan  
1) Delik Biasa 
Dalam delik biasa perkara tersebut dapat di proses tanpa adanya 
persetujuan dari yang dirugikan (korban) Jadi, walaupun korban telah 
mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap 
berkewajiban untuk memproses perkara tersebut. 
2) Delik Aduan 
Berbeda dengan delik biasa, delik aduan artinya delik yang hanya bisa 
diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban 
tindak pidana. Dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tesebut 
digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik aduan 
ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang 
berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian. Delik 
23 
 
aduan dibagi dalam dua jenis: Delik aduan absolut (absolute klacht delict) dan 
Delik aduan relatif (relatieve klacht delict).  
Adapun kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam jenis delik aduan 
absolut seperti: Kejahatan penghinaan (pasal 310 s/d 319 KUHP) ; Kejahatan 
susila (Pasal 284, Pasal 287, Pasal 293 dan Pasal 332 KUHP) ; Kejahatan 
membuka rahasia (Pasal 322 KUHP).Sedangkan, kejahatan yang termasuk 
dalam delik aduan relatif seperti: Pencurian dalam keluarga , dan kejahatan 
terhadap harta kekayaan yang lain yang sejenis (Pasal 367 KUHP); 
Pemerasan dan ancaman (Pasal 370 KUHP) ; Penggelapan (Pasal 376 
KUHP), Kejahatan penipuan (pasal 394 KUHP). 
II.3.3 Cara Melakukan Pengaduan 
 Pada saat anda berada di kantor polisi, silahkan langsung menuju ke 
bagian SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) yang merupakan unsur 
pelaksana tugas pokok di bidang pelayanan kepolisian. SPKT bertugas 
memeberikan pelayanan terhadap laporan/pengaduan masyarakat. Hal ini 
sebagaimana ketentuan Pasal 106 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian 
Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi 
dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, yang 
berbunyi. 
SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu 
terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan 
pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi 
Laporan oleh pelapor dilakukan secara lisan maupun tertulis, setelah itu berhak 
mendapatkan surat tanda penerimaan laporan dari penyelidik atau penyidik. 
Pasal 108 ayat (1) dan ayat (6) KUHP: 
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(1) Setiap orang yang mengalami, melihat, meyaksikan, dan atau menjadi  
korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan 
laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan 
maupun tulisan. 
(6)  Setelah menerima laporan dan pengaduan, penyelidik atau penyidik harus 
memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada 
yang bersangkutan. 
Sedangkan untuk pengaduan melalui telepon, di dalam Peraturan Kepala 
Kepolisian No.7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan 
Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas 
POLRI. Kepolisian membuka dan menyediakan akses komunikasi 
informasi tentang keluhan masyarakat yang ingin melapor melalui telepon 
nomor khusus seperti 110, 112, maupun sms ke 1717. Layanan 110 seperti 
halnya layanan 911 yang berlaku di mancanegara, terutama di kota-kota 
besar 
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II.4 Kerangka Pikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pengaduan Masyarakat di Polres 
Enrekang 
Responsivitas Pelayanan Menurut 
Zeithaml, dkk dalam Hardiyansyah 
(2011:46) 
1. Kemampuan merespon 
masyarakat 
2. Kecepatan melayani 
3. Kecermatan melayani 
4. Ketepatan waktu melayani 
 
Pelayanan yang Responsif 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
III.1. Pendekatan Penelitian  
 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu 
melakukan wawancara mendalam, yaitu kemudian hasil wawancara diolah dan 
diperoleh data. 
III.2 Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian 
akan dilakukan. Lokasi dalam penelitian ini berada di Polres Enrekang No. 40 
Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang 
III.3. Tipe dan Dasar Penelitian 
1. Tipe penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian deskriptif dengan 
metode kualitatif, dimaksud untuk memberikan gambaran secara jelas 
mengenai masalah yang diteliti, mengidentifikasi dan menjelaskan data 
yang ada secara sistematis. Tipe deskriptif bertujuan untuk 
mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat 
upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterprestasikan 
kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi (Mardalis, 2010 : 26)  
2. Dasar pemikirannya adalah wawancara langsung yaitu teknik 
pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-
keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan 
orang yang dapat memberikan keterangan (Mardalis, 2010 : 64) 
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III.4. Fokus Penelitian 
 Fokus Penelitian digunakan sebagai dasar dalam pengumpulan data 
sehingga tidak terjadi bias terhadap data yang diambil. Untuk menyamakan 
pemahaman dan cara pandang terhadap penulisan karya ilmiah ini, maka penulis 
akan memberikan penjelasan mengenai maksud dan fokus penelitian terhadap 
penelitian karya ilmiah ini yaitu sebagai berikut: 
Untuk mengukur Responsivitas Pelayanan Pengaduan Di Polres 
Kabupaten Enrekang, maka penulis menggunakan pengukuran Responsivitas 
yang dikemukakan oleh Zeithmal dkk dimana terdapat 4 indikator yang dapat 
digunakan untuk mengukur responsivitas yaitu: 
1. Kemampuan Merespon Pelanggan 
Merespon setiap pelanggan / pemohon yang ingin mendapatkan 
pelayanan indikator ini mencakup sikap dan komunikasi yang baik dari para 
penyedia layanan. 
2. Kecepatan Melayani 
Pelayanan dengan cepat ini berkaitan dengan kesigapan dan ketulusan 
penyedia layanan dalam menjawab pertanyaan dan memenuhi permintaan 
pelanggan. 
3. Kecermatan Melayani 
Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan cermat, berarti penyedia 
layanan harus selalu fokus dan sungguh-sungguh dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat. 
4. Ketepatan Waktu Melayani 
Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan tepat waktu yang berarti 
pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dapat diselesaikan dalam 
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waktu yang telah ditentukan sehinggah dapat memberikan kepastian 
pelayanan kepada masyarakat. 
III.5. Narasumber atau Informan 
Informan adalah orang yang berada pada lingkup penelitian, artinya orang 
yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. 
Penelitian mengenai Pelayanan Polres Enrekang Terhadap Pengaduan 
Masyarakat memerlukan informan yang mempunyai pemahaman yang berkaitan 
langsung dengan masalah penelitian guna memperoleh data dan informasi yang 
lebih akurat. Oleh sebab itu, informan yang dimaksud adalah sebagai berikut: 
1. Kasat Reskrim 
2. Kepala SPKT 
3. Masyarakat Yang Telah Melakukan Pengaduan 
III.6. Sumber Data 
Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data yaitu :  
1. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi 
penelitian yakni di Polres Kabupaten Enrekang, dari informan yang 
bersangkutan dengan cara wawancara dan pengamatan atau observasi 
pada Kepala Subbagian Humas, Kepala Bagian Sentra Pelayanan 
Kepolisian Terpadu, dan masyarakat pelapor. 
2. Data sekunder merupakan data yang berasal dari survey lapangan dan 
diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berupa 
buku-buku, literature-literatur, dokumen-dokumen, laporan-laporan 
maupun arsip-arsip resmi yang dapat mendukung kelengkapan data 
primer. 
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III.7. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut:  
1. Wawancara, yakni usaha teknik pengumpulan data dengan cara bertanya 
langsung kepada informan yang dipilih atau dengan mengadakan tanya 
jawab, dialog ataupun diskusi dengan informan yang dianggap mengetahui 
banyak tentang objek dan masalah penelitian yang dilakukan. 
2. Observasi yaitu pengamatan secara langsung di lokasi penelitian guna 
memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang 
diteliti terkait dengan Pelayanan Polres Enrekang Terhadap pengaduan 
Masyarakat. 
3. Studi dokumen, yaitu cara pengumpulan data dan telaah pustaka dimana 
dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan 
permasalahan yang diteliti baik berupa literatur, laporan, jurnal, karya tulis 
ilmiah.  
III.8. Teknik Analisis Data  
Dalam rangka menjawab permasalahan penelitian, maka analisis data 
dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.  
Proses analisis data penelitian ini dilakukan secara terus menerus, 
bersamaan, dengan pengumpulan data selesai dilakukan. Didalam melakukan 
analisis data peneliti mengacu kepada beberapa tahapan yang dijelaskan yang 
terdiri dari beberapa tahapan antara lain:  
1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap key informan yang 
compatible terhadap penelitian, kemudian observasi langsung kelapangan 
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untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber 
data yang diharapkan.  
2. Reduksi data (data reduction) yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian 
pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-
catatan dilapangan selama meneliti. Tujuan diadakan transkip data 
(transformasi data) untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai 
dan tidak sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian 
dilapangan. 
3. Penyajian data (data display) yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam 
bentuk teks naratif, grafik jaringan, tabel dan bagan yang bertujuan 
mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih 
kemudian disajikan dalam tabel ataupun uraian penjelasan. 
4. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusing 
drawing/verivication), Yang mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi 
yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Penarikan kesimpulan 
dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan 
ulang pada catatan-catatan dilapangan sehingga data-data dapat diuji 
validitasnya. 
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BAB IV 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
IV.1. Gambaran Umum Kabupaten Enrekang 
 Gambaran penelitian berisi uraian tentang cakupan wilayah atau tempat 
dilaksanakan penelitian, dan juga dapat memberikan gambaran actual dari 
masalah yang diteliti pada lokasi penelitian.umum lokasi  
 Kabupaten enrekang adalah salah satu Daerah Tingkat ii di provinsi 
Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten enrekang ini terletak di Kota 
Enrekang. Kbupaten Enrekang termasuk dalam salah satu wilayah dalam Provinsi 
Sulawesi Selatan yang secara astronomis terletak pada  
 3° 14’ 36” - 3° 50’ 00” LS dan 119° 40’53” - 120° 06’ 33” BT dan berada pada 
ketinggian 442 m dpl, dengan luas wilayah sebesar 1.786,01 km². Kabupaten 
Enrekang mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut: 
 Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tanah Toraja 
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Luwu 
 Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sidrap 
 Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pinrang 
 Topografi Wilayah Kabupaten ini pada umumnya mempunyai Wilayah 
Topografi yang bervariasi berupa perbukitan, pegunungan, lembah dan sungai 
dengan ketinggian 47 – 3.293 m dari permukaan laut serta tidak mempunyai 
wilayah pantai. Secara umum keadaan Topografi wilayah didominasi oleh bukit-
bukit/gunung-gunung yaitu sekitar 84,96% dari luas wilayah Kabupaten Enrekang 
sedangkan yang datar hanya 15,04%. Selama setengah dasawarsa terjadi 
perubahan administrasi pemerintahan baik tingkat kecamatan maupun pada 
tingkat kelurahan/desa, yang awalnya pada tahun 1995 hanya berjumlah 5 
32 
 
kecamatan dab 54 desa/kelurahan, tetapi pada tahun 2008 jumlah kecamatan 
menjadi 12 kecamatan dan 129 desa/kelurahan. Adapun pembagian kecamatan 
dalam lingkup Kabupaten Enrekang antara lain: 
1. Kecamatan Alla   7.Kecamatan Cenrana 
2. Kecamatan Anggeraja  8. Kecamatan Curio 
3. Kecamatan Enrekang  9. Kecamatan Malua 
4. Kecamatan Masalle  10. Kecamatan Baraka 
5. Kecmatan Buntu Batu  11. Kecamatan Bungin 
6. Kecamatan Baroko  12. Kecamatan Maiwa 
 
IV.2. Sejarah Polres Enrekang 
 Polres Enrekang berdiri sejak tahun 1961 yang kalah itu dibangun dengan 
menggunakan dinding bambu dan berlantai tanah, kemudian diperbaharui pada 
tahun 1990 dan di resmikan langsung oleh Kapolda Sulawesi Selatan Brigjen Pol 
Drs. Matoesin Abim hingga sekarang, kemudian pada tahun 2011 dilakukan 
perombakan terhadap mesjid Nurul Amanah dan diperbaharui hinggah sekarang 
dan pada tahun 2015 dilakukan pula perbaikan lapangan apel dengan 
menggunakan Papin Blok hinggah sekarang dan pada tahun yang sama dibangun 
pula ruangan Satuan Narkoba Polres Enrekang.. 
IV.3. Visi dan Misi Polres Enrekangs 
 Visi: 
“Membangun reserse kriminal Polri yang profesional, proporsional dan 
dipercaya masyarakat dalam memberikan perlindungan, pengayoman, 
pelayanan masyarakat, dan penegakan hukum. 
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 Misi: 
1. Bagian sistem manajemen yang akuntabel dalam proses lidik dan sidik TP 
guna wujudkan kepastian hukum dan keadilan. 
2. Meningkatkan profesionalisme penyidik dan mengoptimalkan fungsi 
forensik, identifikasi kepolisian serta sarana dan prasarana dalam rangka 
penegakan hukum. 
3. Meningkatkan kinerja dan pelayanan reskrim Polri serta sistem teknologi . 
4. Meningkatkan kerja sama dengan unsur CJS dan kerja sama internasional 
dalam rangka penegakan hukum. 
5. Meningkatkan sistem rencana, implementasi dan evaluasi serta 
pengawasan kinerja Reskrim Polri yang akuntabel. 
6. Meningkatkan spirit dan soliditas Reskrim Polri serta mengembangkan 
etika moralitas organisasi yang berorientasi pada aspek legalitas. 
IV.4. Uraian Tugas dan Fungsi 
A. Kapolres 
1. Kapolres 
 Mempunyai tugas pokok yaitu memimpin, membina dan 
mengawasi/mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam 
lingkungan Polres, mmberikan arahan terhadap bawahannya serta 
memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai 
perintah Kapolda. 
 Fungsinya: 
a. Rencana kerja Polda dan kebijakan Kapolda, menetapkan rencana 
 dan porgaram kerja Polres serta mengarahkan, mengawasi dan 
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 mengendalikan pelaksanaannya guna menjamin tercapainya 
 sasaran secara berhasil dan berdaya guna. 
b. Menyelenggarakan komando dan pengendalian atas pelaksanaan 
 tugas pokok Polres sehingga terjamin pelaksanaannya. 
c. Membina disiplin, tata tertib dan kesadaran hukum dilingkungan 
 Polres. 
d. Berdasarkan kebijaksanaan Kapolda dan petunjuk tekhnis pembina 
 fungsi, memyelenggarakan pembinaan dan administrasi personel, 
 logistik dan anggaran dilingkungan Polres, serta upaya untuk 
 memelihara dan meningkatkan kemampuan operasional 
 organisasi. 
e. Menyelenggarakan kegiatan sebagai pimpinan penyidik Polri serta 
 koordinator dan pengawas penyidik Pegawai Negeri Sipil dan 
 Polsus yang ada di wilayah Polres. 
f. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi, 
 badan instansi didalam dan diluar Polri, diwilayah Polres dalam 
 rangka menunjang pelaksanaan tugas. 
2. Waka Polres 
 Waka Polres mempunyai tugas pokok yaitu membantu Kapolres 
dalam melaksanakan tugas dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-
tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polres. Dalam batas 
kewenangannnya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan 
serta melaksanakan tugas sesuai perintah Kapolres. 
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Fungsinya: 
a. Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolres mengenai 
 hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya. 
b. Memuaskan dan menyiapkan program kerja Polres. 
c. Memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi .dan mengendalikan 
 pelaksanaan tugas fungsi-fungsi pembinaan maupun fungsi 
 operasional. 
d. Memelihara dan mengawasi pelaksanaan prosedur kerja serta 
 membina disiplin, tata tertib, dan kesadaran hukum dilingkungan 
 Polres. 
e. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannnya 
 kepada Kapolres. 
3. Siwas 
 Siwas mempunyai tugas pokok yaitu meyelenggarakan monitoring 
dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidentil terhadap 
pelaksanaan kebijakan pimpinan oleh semua unit kerja khususnya 
dalam proses perencanaan, pelaksanaan pencapaian rencana kerja, 
termasuk bidang material, fasilitas dan jasa serta memberikan sarana 
tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan. 
 Fungsinya: 
a. Pelaksanaan monitoring secara rutin maupun insidentil; 
b. Pemberian saran tindak thd penyimpangan; 
c. Penyusunan adm  umum dan perencanaan. 
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4. Si Propam 
 Sipropam bertugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan 
disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang 
diduga dilakukan oleh anggota Polri dan/atau PNS Polri, melaksanakan 
sidang disiplin dan/atau kode etik profesi Polri, serta rehabilitasi 
personel. 
Fungsinya: 
1. Pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku 
dan tindakan personel Polri; 
2. Penegakan disiplin, ketertiban dan pengamanan internal personel 
Polres; * pelaksanaan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi 
serta pemuliaan profesi personel; 
3. Pengawasan dan penilaian terhadap personel Polres yang sedang 
dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi;  
4. Penerbitan rehabilitasi personel Polres yang telah melaksanakan 
hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin 
dan/atau kode etik profesi. 
5. Si Keu 
 Si Keu adalah unsur pembantu pimpinan Polres yang berada 
dibawah Kapolres.Si Keu bertugas menyelenggarakan pelayanan fungsi 
keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukaan dan 
akutansi, pelaporan serta pertanggung jawaban keuangan. Si Keu 
dipimpin oleh Kasikeu yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan 
dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dibawah kendali Wakapolres. 
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Fungsinya: 
a. Penyelenggaran fungsi Sikeu; 
b. Penyelenggaraan pembukuan dan akuntansi; 
c. Penyelenggaraan perwabku; 
d. Penyelenggaraan administrasi umum dan perencanaan. 
Kegiatan: 
a. Mendistribusikan gaji 
b. Mengajukan penggajian dan tunjangan 
c. Membuat neraca keuangan 
d. Membuat Laporan realisasi anggaran 
e. Pembukuan dan akuntansi 
f. Membuat buku kas 
g. Mengecek sahnya tagihan 
h. Melaksanakan binteknis perwabku 
i.  Mengecek kelengkapan perwabku 
j. Membuat laporan perwabku 
k. Laporan bulanan kinerja, usulan renbut 
6. Sium 
  Mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan pelayanan 
administrasi umum dan ketata usahaan serta pelayanan markas di 
lingkungan Polres. Kasium dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh: 
1. Kepala Sub Seksi Administrasi dan Ketatatusahaan disingkat 
(Kasub Simintu) 
2. Kepala Sub Seksi Pelayanan Markas disingkat (Kasub Siyanma) 
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Fungsinya: 
a. Pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan antara lain 
 kesekretariatan dan kearsipan di lingkungan Polres. 
b. Pelayanan markas antara lain fasilitas kantor, rapat, angkutan, 
 perumahan, protokoler untuk upacara pemakaman, dan urusan 
 dalam lingkungan Polres. 
B. Bagian operasional 
 Tugas Bagops bertugas merencanakan dan mengendalikan 
administrasi operasi kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat 
dan/atau instansi pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi 
kegiatan Polres serta mengendalikan pengamanan markas. 
Fungsinya: 
a. Menyiapkan administrasi dan pelaksanaan pelatihan operasi 
kepolisian; 
b. Perencanaaan pelaksanaan pelatihan praoperasi, termasuk kerja 
sama dan pelatihan dalam rangka operasi kepolisian; 
c. Perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian, termasuk 
pengumpulan, pengolaan, dan penyajian serta pelaporan data 
operasi dan pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi 
pemerintah; 
d. Pembinaan manajemen operasional meliputi rencana operasi, 
perintah pelaksanaan operasi, pengendalain dan administrasi 
operasi kepolisian serta tindakan kontijensi; 
e. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengamanan 
markas di lingkungan Polres; 
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f. Pengelolaan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres. 
1. Sub bagian bina operasional (Subbabinops) 
Tugas Pokok: 
a. Menyusun perencanaan operasi & pelatihan praoperasi serta 
menyelenggarakan administrasi operasi ; 
b. Melaksanakan koordinasi antar fungsi dan instansi/ lembaga terkait 
dalam rangka pelaksanaan pengamanan kegiatan masyarakat & 
atau pemerintah. 
2. Sub Bagian Dal Ops (Subbag Dalops) 
 Tugasnya: 
a. Melaksanakan pengendalian operasi & pengamanan kepolisian; 
b. Mengumpulkan, mengolah & menyajikan data dan pelaporan 
operasi kepolisian serta kegiatan pengamanan ; dan 
c. Mengendalikan pelaksanaan pengamanan markas di lingkungan 
Polres. 
3. Sub Bagian Humas (Subbag Humas) 
 Tugasnya: 
a. Mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi 
dan dokumentasi kegiatan kepolisian yang berkaitan dengan 
penyampaian berita di lingkungan Polres; 
b. Meliput, memantau, memproduksi, dan mendokumentasikan 
informasi yang berkaitan dengan tugas Polres; dan 
c. Melaksanakan tugas dinas Kepolisian lainnya. 
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C. Kassubag Dalgar 
1. Kabag Ren 
 Tugas Pokok: 
a. Melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kabag Ren atas segala 
kegiatan yang berkenaan dengan perencanaan yang dibantu oleh 
Kasi Progar dan Kasi Starabang yang bertanggungjawab kepada 
Kapolres. 
b. Melakukan pengawasan dan pengendalian serta arahan dan 
petunjuk kepada anggota dalam kaitannya tugas yang 
diemban,disamping petunjuk dan arahan yang berkaitan dengan 
profesionalisme dan kreatifitas kerja. 
c. Menyeleksi produk, surat-surat dan laporan yang akan dikirimkan 
kepada satuan maupun instansi lain sebelum diajukan kepada 
Kapolres. 
d. Mengkoordinir usulan-usulan dan masukan dari sub satker yang ada 
untuk selanjutnya dikordinasikan dan diproses untuk diteruskan 
kepada instansi terkait setelah mendapat petunjuk dan persetujuan 
Kapolres. 
e. Menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengawasan serta 
pengendalian pelaksanaan program, anggaran dan sistem 
pelaporan. 
f. Menyelenggarakan analisa dan evaluasi kegiatan bahan untuk 
laporan, mengajukan usulan dan menentukan kebijakan.  
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2. Kassubag Progar 
 Uraian Tugas: 
a. Melaksanakan penyusunan rencana/program kerja dan anggaran 
 sesuai dengan arahan Kabag Ren. 
b. Menerima disposisi surat-surat atau TR yang masuk dari Kabag Ren 
 atau perintah pimpinan. 
c. Melaksanakan disposisi dan melaporkan hasil kepada pimpinan. 
d. Menginfetarisir bahan-bahan dalam penyusunan Renja, RKA-KL, 
 Lakip, Renstra, dan Tap Kinerja serta rencana kegiatan. 
e. Merumuskan dan mengembangkan prosedur tata cara kerja bagi 
 pelaksanaan perencanaan anggaran. 
f. Membagi tugas kepada anggota Bag Ren untuk melaksanakan 
 perintah pimpinan. 
g. Membuat TOR dan RAB untuk pengajuan anggaran. 
h. Untuk meneruskan berita-berita penting untuk pimpinan. 
i. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan melaporkan 
 hasilnya kepada Kabag Ren. 
D. Sub Bagian Pers 
1. Kabag Sumda 
Uraian Tugas: 
a. Pembinaan dan administrasi personel, meliputi: 
 Pembinaan karier personel Polres antara lain Usulan  
 Kenaikan Pangkat (UKP), Kenaikan Gaji Berkala (KGB), 
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 mutasi, pengangkatan dan pemberhebtian dalam jabatan 
 yang menjadi lingkup kewenangan Polres; 
 Perawatan personel antara lain pembinaan kesejahteraan 
 rohani, mental, jasmani, moril, dan materil mengusulkan tanda 
 kehormatan; 
 Pembinaan psikologi personel antara lain kesehatan jiwa 
 personel dan pemeriksaan psikologi bagi pemegang senjata api; 
 Pelatihan fungsi antara lain fungsi teknis kepolisian, keterpaduan 
 anatara fungsi teknis kepolisian dan fungsi pendukung; 
 Pelayanan kesehatan bagi anggota Polri dan PNS Polri beserta 
 keluarganya. 
b. Pembinaan administrasi sarana dan prasarana (Sarpras), antara lain: 
 Menginventarisir, merawat, dan menyalurkan pembekalan 
umum, peralatan khsus, senjata api dan anggkutan; 
 Melaksanakan sistem informasi manajemen akuntansi barang 
milik negara (SIMAK BMN); 
 Memelihara fasilitas jasa dan konstruksi, listrik, air dan telepon; 
c. Pelayanan bantuan dan penerapan hukum, antara lain: 
 Memberikan pelayanan bantuan hukum kepada institusi dan 
personel Polres beserta keluarganya; 
 Memberikan pendapat dan saran hukum; 
 Melaksanakan penyuluhan hukum kepada personel Polres 
beserta keluarga dan masyarakat; 
 Menganalisis sistem dan metode terkait dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dilingkungan Polres; 
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 Berperan serta dalam pembinaan hukum yang berkaitan 
dengan penyusunan Peraturan Daerah. 
2. Paur Log 
Uraian Tugas: 
a. Membantu Kassubag Sarpras mengecek dan mencatat barang 
 inventaris dalam buku registrasi. 
b. Melakukan perawatan Alut dan Alsus milik Polres. 
c. Melaksanakan penyaluran pembekalan umum dan peralatan krimsus 
 termasuk senjata api. 
d. Membantu Kassubag Sarpras untuk melakukan SIMAK BMN. 
e. Membantu Kassubag Sarpras menyiapkan asministrasi pengadaan 
 barang dan jasa. 
f. Menyiapkan data-ata barang milik dinas yang akan diusulkan untuk 
 penghapusan. 
3. Kassubag Hukum 
Uraian Tugas: 
a. Memberikan pelayanan dan saran Hukum kepada Personil dan 
keluarganya. 
b. Menyiapkan menunjuk personil sebagai pendamping terperiksa 
dalam sidang disiplin dan kode etik. 
c. Menyiapkan materi dan melaksanakan penyuluhan hukum kepada 
personil Polres beserta keluarganya. 
d. Melakukan analisis sistem dan metode terkait dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dilingkup Polres . 
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e. Ikut peran serta dalam pembinaan Hukum yang berkaitan dengan 
peraturan daerah. 
f. Dalam melaksanakan tugas Kassubag Hukum di bantu Bankum dan 
Paur Rapkum dan bertanggungjawab kepada Kabag Sumda. 
E. Ka Spkt  
1. Kasat Intelkam 
 Uraian Tugas: 
a. Menyelenggarakan dan membina fungsi intelkam bidang keamanan, 
bidang sosial budaya dan bidang politik termasuk persandian, Kasat 
Intelkam dibantu oleh Kaur bin ops intelkam, Kanit Sandi, Kanit 
Sosbud dan Kanit Politik yang hasil dan pelaksanaannya 
dikoordinasikan kepada waka polres. 
b. Menyelenggarakan pemberian pelayanan dalam bentuk surat ijin/ 
keterangan yang menyangkut orang asing, senpi/handak, Kasat 
Intelkam dibantu oleh Kaur Binops, Kanit Sandi, Kanit Sosbud dan 
Kanit Politik yang hasil dan pelaksanaannya dikoordinasikan kepada 
Waka polres. 
c. Menyelenggarakan pengawasan/pengamanan kegiatan sosial/ 
politik, masyarakat, Kasat Intelkam dibantu oleh Kaur Binops dan 
Kanit yang hasil dan pelaksanaannya dikoordinasikan kepada Waka 
polres. 
d. Menyelenggarakan pemberian Surat Keterangan Catatan Kepolisian 
( SKCK), Kasat Intelkam dibantu oleh Kaur Binops dan Bamin yang 
hasil dan pelaksanaannya dikoordinasikan kepada Waka polres. 
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e. Memberikan bimbingan tehnis atas pelaksanaan fungsi intelkam 
pada tingkat polsek, , Kasat Intelkam dibantu oleh Kaur Binops dan 
Kapolsek yang hasil dan pelaksanaannya dikoordinasikan kepada 
Waka polres. 
2. Kasat Reskrim 
 Uraian Tugas: 
a. Selaku Kasat Reskrim membuat program kegiatan dalam 
menanggulangi gangguan kamtibmas, memimpin dan 
menggerakkan Satuan Reskrim serta melaksanakan pengendalian 
terhadap segala kegiatan Satuan Reskrim. 
b. Membantu Kapolres dalam mengajukan pertimbangan dan saran-
saran khususnya mengenai hal-hal yang berkenaan dengan 
pelaksanaan tugas-tugas Satuan Reskrim baik diminta maupun tidak 
diminta oleh Kapolres. 
c. Meneruskan dan menjelaskan segala kebijaksanaan dan perintah-
perintah Kapolres penuh rasa tanggung jawab. 
d. Bertanggung jawab atas segala pelaksanaan tugasnya dan membuat 
laporan kepada Kapolres sesui dengan ketentuan yang berlaku. 
3. Kasat Narkoba 
Uraian Tugas: 
a. Kasat Narkoba bertugas menyelenggarakan / membina Fungsi 
Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika dan 
Psikotropika dan obat – obat berbahaya termasuk penyuluhan dan 
pembinaan dalam rangka pencegahan, penyalahgunaan, 
penanggulangan dan rehabilitasi korban lahgun Narkoba. 
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b. Selaku Kasat Narkoba membuat program kegiatan dalam 
menaggulangi gangguan kamtibmas, memimpin dan menggerakkan 
Satuan Narkoba serta melaksanakan pengendalian terhadap segala 
kegiatan Satuan Narkoba. 
c. Membantu Kapolres dalam mengajukan pertimbangan dan saran-
saran khususnya mengenai hal-hal yang berkenaan dengan 
pelaksanaan tugas-tugas Satuan Narkoba baik diminta maupun tidak 
diminta oleh Kapolres. 
d. Meneruskan dan menjelaskan segala kebijaksanaan dan perintah-
perintah Kapolres penuh rasa tanggung jawab. 
e. Bertanggung jawab atas segala pelaksanaan tugasnya dan membuat 
laporan kepada Kapolres sesui dengan ketentuan yang berlaku. 
F. Kasat Pam Obvit 
1. Satuan Tahti 
 Tugas Sattahti bertugas menyelenggarakan perawatan tahanan 
meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta 
menerima, menyimpan, dan mengamankan barang bukti beserta 
administrasinya di lingkungan Polres, melaporkan jumlah dan kondisi 
tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Uraian Tugas: 
a. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu),  
Melaksanakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan umum 
terkait dengan tahanan dan barang bukti; 
b. Unit Perawatan Tahana(Unitwattah) 
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Melaksanakan pembinaan dan pemberian petunjuk tata tertib 
penahanan, pelayanan kesehatan, perawatan, pembinaan jasmani, 
dan rohani tahanan, pengelolaan barang titipan milik tahanan; 
c. Unit Barang Bukti (Unitbarbuk) 
Melaksanakan pengamanan dan pengelolaan barang bukti beserta 
aministrasinya. 
Fungsinya: 
a. Pembinaan dan pemberian petunjuk tata tertib yang berkaitan 
dengan tahanan, yang meliputi pemeriksaan fasilitas ruang tahanan, 
jumlah dan kondisi tahanan beserta administrasinya; 
b. Pelayanan kesehatan, perawatan, pembinaan jasmani dan rohani 
tahanan; 
c. Pengelolaan barang titipan milik tahanan; 
d. Pengamanan dan pengelolaan barang bukti beserta administrasinya. 
2. Satuan Lantas 
 satuan lalu lintas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang 
berada di bawah Kapolres.Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali 
lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan 
registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, 
penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan 
hukum di bidang lalu lintas. 
Fungsinya: 
a. Pembinaan lalu lintas kepolisian; 
b. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, 
dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas; 
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c. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka 
penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, 
kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas); 
d. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan 
bermotor serta pengemudi; 
e. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta 
penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, 
serta menjamin kamseltibcarlantas di jalan raya; 
f. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; 
g. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan. 
3. Satuan Sabhara 
 Satsabhara adalah unsur pelaksanan tugas pokok yang berada 
dibawah Kapolres. Satsabhara bertugas menyelenggarakan dan 
membina fungsi samapta bhayangkara yang mencakup tugas Polisi 
umum, yang meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, 
termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan obyek vital, TPTKP, 
penanganan Tipiring, pengendalian massa, dalam rangka 
harkamtibmas. Satsabhara dipimpin oleh Kasatsabhara, yang 
bertanggung jawab kepada Kapolres dan pelaksanaan tugas sehari-hari 
dibawah kendali Wakapolres. 
Fungsinya: 
 Fungsi Shabara merupakan sebagian Fungsi Kepolisian yang 
bersifat preventif yang memerlukan keahlian dan keterampilan khusus 
yang telah dikembangkan lagi mengingat masing-masing tugas yang 
tergabung dalam fungsi Shabara perlu menyesuaikan dengan tuntutan 
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perkembangan masyarakat. Perumusan dan pengembangan Fungsi 
Shabara meliputi pelaksanaan tugas polisi umum, menyangkut segala 
upaya pekerjaan dan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, 
patroli, pengamanan terhadap hak Penyampaian Pendapat Dimuka 
Umum (PPDU), Pembinaan polisi pariwisata, pembinaan badan usaha 
jasa pengamanan ( BUJP ), SAR terbatas, TPTKP, TIPIRING dan GAK 
PERDA, pengendalian massa ( dalmas ), negosiasi, pengamanan 
terhadap proyek vital / obyek vital dan pemberdayaan masyarakat, 
pemberian bantuan satwa untuk kepentingan perlindungan, 
pengayoman dan pelayanan. pertolongan dan penertiban masyarakat. 
4. Satuan Binmas 
 Tugas Unit Binmas bertugas melaksanakan pembinaan 
masyarakat meliputi kegiatan pemberdayaan Polmas, ketertiban 
masyarakat dan kegiatan koordinasi dengan bentuk-bentuk 
pengamanan swakarsa, serta kegiatan kerja sama dalam memelihara 
keamanan dan ketertiban masyarakat.  
Tugas Pokok: 
a. Pelaksanaan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan 
swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan 
masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;  
b. Pembinaan dan penyuluhan di bidang ketertiban masyarakat 
terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, 
wanita, dan anak; dan  
c. Pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan polmas 
yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara 
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polsek dengan masyarakat dan pemerintah tingkat 
kecamatan/kelurahan serta organisasi non pemerintah. 
 
Fungsinya: 
a. Merencanakan dan menyelenggarakan administrasi kegiatan 
operasional pembinaan masyarakat; 
b. Memberdayakan peran serta masyarakat dan kegiatan polmas, 
yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara 
polsek dengan masyarakat dan pemerintah tingkat 
kecamatan/kelurahan serta organisasi non pemerintah dalam 
rangka menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam 
kehidupan masyarakat; 
c. Melaksanakan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan 
swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan 
masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; 
melaksanakan pembinaan dan penyuluhan di bidang ketertiban 
masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, 
pemuda, wanita, dan anak; dan 
d. Melaksanakan kegiatan sambang desa, penerangan, penyuluhan 
dan tatap muka dengan tokoh-tokoh masyarakat. 
5. Sitipol 
 Sitipol bertugas menyelenggarakan pelayanan teknologi 
komunikasi dan teknologi informasi, meliputi kegiatan komunikasi 
kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, 
termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia. Sitipol dipimpin 
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oleh Kasitipol, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam 
pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.Kasitipol 
dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh : 
 Bintara Urusan Administrasi ( Baurmin ) bertugas 
menyelenggarakan fungsi administrasi tata urusan dalam serta 
bertanggung jawab kepada Kasitipol ; 
 Subseksi Teknologi Komunikasi ( Subsitekkom ) bertugas 
melaksanakan pemeliharaan jaringan komunikasi Kepolisian dan 
data serta pelayanan telekomunikasi serta bertanggung jawab 
kepada Kasitipol; 
 Subseksi Teknologi Informasi ( Subseksitekinfo ) bertugas 
menyelenggarakan sistem informasi meliputi pengumpulan dan 
pengolahan data Polres serta sistem informasi kriminal serta 
bertanggung jawab kepada Kasitipol ; 
 Bintara Administrasi disingkat Bamin bertugas membantu tugas 
Urmintu dalam melaksanakan tugas ketatausahaan administrasi 
sehari-hari dan bertanggung jawab kepada Kaurmintu. 
Fungsinya: 
a. Pemeliharaan jaringan komunikasi Kepolisian dan data serta 
 pelayanan telekomunikasi ; 
b. Penyelenggaraan sistem informasi kriminal yang meliputi 
 penyiapan dan penyajian data dan statistik kriminal ; 
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c. Penyelenggaraan koordinasi dalam penggunaan teknologi 
 komunikasi dan informasi dengan satuan fungsi dilingkungan 
 Polres . 
6. Kapolsek 
 Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor ( Polsek ) 
berkedudukan sebagai Ujung Tombak Operasional Kepolisian (UTOK), 
sebagai pelaksana utama Polres pada tingkat kewilayahan dan 
merupakan kesatuan Kepolisian terdepan yang bertanggung jawab : 
1. Melaksanakan dan memberikan pelayanan Kepolisian kepada 
masyarakat secara terus menerus sepanjang waktu di wilayah 
hukumnya. 
2. Mengemban dan melaksnakan fungsi managemen Kepolisian bagi 
terselenggaranya keamanan di wilayah hukumnya. 
Tugas Pokok: 
 Tugas Pokok Polsek pada umumnya melaksanakan tugas pokok 
Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), yaitu 
menyelenggarakan tugas pokok dalam pemeliharaan keamanan dan 
ketertiban masyarakat, penegak hukum dan pemberian perlindungan, 
pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polri 
lain dalam wilayah hukum Polsek, sesuai dengan ketentuan hukum dan 
peraturan / kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri. 
Fungsinya: 
a. Menyelenggarakan Deteksi dini dan identifikasi terhadap segala 
bentuk sumber pelanggaran hukum, penyimpangan norma sosial 
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lainnya dan sumber gangguan keamanan, ketertiban masyarakat 
yang merupakan faktor korelatif kriminogen serta  
b. Kesamaptaan Kepolisian yang meliputi kegiatan pengaturan / 
penjagaan kegiatan masyarakat / pemerintah, termasuk 
pengamanan unjuk raja dan pengendalian massa serta 
pengamanan obyek vital dalam rangka pencegahan dan 
penaggulangan terhadap segala bentuk pelanggaran hukum dan 
penyimpangan norma sosial lainnya, melalui upaya 
pemeliharaan keselamatan jiwa, raga, harta benda dan 
lingkungan termasuk memberikan perlindungan dan 
pertolongan, pengawalan, patroli, dan melakukan tindakan 
pertama di tempat kejadian perkara serta melakukan 
penyidiakan tindak pidana ringan 
c. Menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan kepada 
masyarakat guna terwujud-nya kesadaran hukum, terbinanya 
peran serta masyarakat dalam sistem keamanan swakarsa 
sehingga memperkecil terjadinya faktor-faktor kriminogen, 
termasuk mencegah dan menanggulangi penyakit masyarakat. 
d. Melaksanakan upaya represif (penyelidikan/penyidikan) 
terhadap segala bentuk tindak pidana yang terjadi dan 
memberikan bantuan teknis serta operasional kepada PPNS 
dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya. 
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Gambar IV.1 : Struktur Organisasi 
 
Keterangan: 
Kapolres     : AKBP Witarsa Aji, S.IK,SH,MH 
Waka Polres     : Kompol Adzan Subuh, S.Ag 
Kasi Was Polres Enrekang   : Aiptu Muh. Habir, SH 
Kasi Propam Polres Enrekang  : Ipda Sudirman 
Kasi Keu Polres Enrekang   : Iptu Drs. Muh. Jabri. S 
Kasium Polres Enrekang   : Hasnah 
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Sub Bagian Operasional 
1. Kabag Ops Polres Enrekang  : Kompol Drs. Ismail H. Purwanto 
2. Kassubag Dal Ops Polres Enrekang : Akp Muhajir 
3. Kassubag Humas Polres Enrekang : Iptu Djais Tanama 
Sub Bagian Dalgar 
1. Kabag Ren Polres Enrekang  : Akp. Mustafa Sani 
2. Kassubag Progar Polres Enrekang : Akp Takdir A.N 
Sub Bagian Pers 
1. Kabag Sumda Polres Enrekang : Kompol Hasan. S 
2. Paur Log Polres Enrekang  : Ipda Baharullah. K 
3. Kassubag Hukum Polres Enrekang : Akp Yulianus Te’ Dang, SH 
Sub Bagian SPKT 
1. Kasat Intelkam Polres Enrekang : Akp Asdar, S.Sos 
2. Kasat Reskrim Polres Enrekang : Akp Agus Salim, SH 
3. Kasat Narkoba Polres Enrekang : Akp Ridwan, SH 
Satuan Pam Obvit 
1. Kasat Tahti Polres Enrekang  : Aiptu Marjuni 
2. Kasat Binmas Polres Enrekang : Akp Haeruddin 
3. Kasat Sabhara Polres Enrekang : Akp I Made Untung, S, S.Sos 
4. Kasat Lantas Polres Enrekang : Akp Abd. Jalil Sirajuddin 
5. Kasi Tipol Polres Enrekang  :Aiptu Nurdin Ahmad 
Satuan Polsek 
1. Kapolsek Maiwa    : Akp Ilyas Ardy 
2. Kapolsek Cendana   :Akp Pakualam 
3. Kapolsek Enrekang   : Akp Antonius Tutleta, S.Pd 
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4. Kapolsek Anggeraja   : Akp a. Azis Padda 
5. Kapolsek Alla   : Akp Muhammad Aris, S.Pd 
6. Kapolsek Malua   : Akp Hasanuddin, SH 
7. Kapolsek Curio   : Akp Rahman 
8. Kanit Regiden   : Iptu Rusdi Yunus 
IV.5. Tujuan dan Sasaran Strategis Polres Enrekang 
 Tujuan Polres Enrekang 
1) Terwujudnya organisasi Polres yang good governance dan clean 
government; 
2) Terwujudnya reformasi Polri Polres Enrekang terhadap perubahan mind 
set dan culture set; 
3) Terwujudnya penegakan hukum yang tegas, transparan, akuntabel, anti 
KKKN dan anti kekerasan serta yang mampu memberikan rasa 
perlindungan dan pengayoman oleh masyarakat serta kepastian dunia 
usaha; 
4) Terwujudnya Polri Polres Enrekang yang mengutamakan tindakan proaktif 
dan pada reaktif; 
5) Terwujudnya Polri Polres Enrekang yang profesional, bermoral, modern, 
unggul, humanis dan berintegritas; 
6) Tergelarnya operasional Polres Enrekang baik pre-emtif maupun preventif 
pada satuan-satuan kewilayahan; 
7) Tertanggulanginya trend perkembangan baik kualitas maupun kuantitas 
kejahatan, meningkatnya pengungkapan dan penuntasan kasus 
kriminalitas terhadap 4 (empat) jenis kejahatan : konvensional, trans 
nasional, terhadap kekayaan negara dan yang berimplikasi kontinjensi; 
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8) Terwujudnya sinergitas polisional dengan lembaga / instansi terkait dan 
seluruh komponen masyarakat yang ada dalam wadah polmas, untuk 
menciptakan situasi Kamtibnas yang kondusif dalam rangka mewujudkan 
keamanan; 
9) Terwujudnya kepercayaan masyarakat (public trust) terhadap Polri dalam 
bentuk kepuasan masyarakat atas perlindungan, pengayoman dan 
pelayanan; 
10) Terwujudnya roda pemerintahan dan roda demokrasi yang kondusif di 
wilayah kabupaten enrekang, guna terciptanya sistem pemerintahan yang 
kredibel. 
 Sasaran Strategis Polres Enrekang  
 Sasaran strategis Polres Enrekang dalam kurun waktu 5 Tahun kedepan 
adalah mendukung “Terwujudnya Penguatan Keamanan Dalam Negeri” maka 
sasaran strategis Renstra Polres Enrekang 2015-2019 disesuaikan dengan 
tahapan Grand Strategy Polri tahap III, yang mendasari pencapaian pelayanan 
publik yang unggul (strive for excellence) adalah: melanjutkan dan memantapkan 
strategi meningkatkan kepercayaan (trust building) dan meningkatkan kemitraan 
(partnership building) masyarakat kepada Polri. Maka sasaran strategis Polres 
Enrekang Tahun 2016-2020 dalam rangka mendukung Polda Sulawesi Selatan 
dalam mewujudkan standar pelayanan Kamtibmas yang unggul (strive for 
excellence) adalah: 
1) Terpenuhinya Alpalkam / Almatsus dan kapor Polri guna mendukung 
penguatan tupoksi Polri di Polres Enrekang. Dengan indikator kinerja:  
a. penambahan jumlah alpalkam/almatsus dan kapor Polri di Polres 
Enrekang berasal dari Polda maupun dari Hibah.  
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b. penambahan jumlah alat kesehatan berikut sarana dan prasarana 
lainnya Poliklinik Urkes Polres Enrekang. 
2) Terbangunnya postur Polri yang Profesional, Bermoral, Modern dan 
Unggul melalui perubahan mindset dan cultur set di Polres Enrekang. 
Dengan indikator kinerja: 
 a. Jumlah personil Polres Enrekang yang memiliki standart 
 kompetensi pendidikan sesuai bidang tugas. 
 b. Jumlah personil Polres Enrekang yg mengikuti pelatihan mindset 
dan cultur set. 
 c. Ratio perbandingan Polri dengan jmlah Penduduk di wilayah 
 Enrekang ( 1: 190.579 penduduk). 
 d. Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan Polri di Polres Enrekang. 
 e. Jumlah modul pembelajaran yang disesuaikan dengan kurikulum 
 pendidikan dan pelatihan yang baru yg telah dilaksanakan di Polres 
Enrekang. 
3) Terbangunnya Teknologi Kepolisian dan system informasi secara 
berkelanjutan yang terintegrasi melalui penelitian dan kajian ilmiah dalam 
mendukung kinerja Polri yang optimal. Dengan indikator: 
a. Jumlah penambahan pemenuhan teknologi Kepolisian dan system 
informasi. 
b. Jumlah penyajian informasi criminal Nasional di Polres Enrekang. 
c. Jumlah penambahan jaringan CCTV diwilayah Polres Enrekang. 
4) Meningkatnya pelayanan prima dalam memelihara keamanan dan 
ketertiban masyarakat dengan mengedepankan upaya preemtif dan 
prefentif yang didukung oleh pengakan hukum yg tegas. Dengan indikator: 
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 a. Presentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 
 Kepolisian berdasarkan hasil surve. 
 b. Prosentase penanganan potensi konflik social yang tidak 
 menjadi konflik. 
 c. Presentase peningkatan pemberiaan SP2HP dibandingkan tahun        
    sebelumnya. 
 d. Presentase perijinan yg tepat waktu sesuai SOP. 
 e. Respon Time kehadiran Polri di TKP. 
 f. Presentase penyelesaian komplin masyarakat tehadap pelayanan Polri. 
5) Meningkatnya peran intelijen dalam mendukung upaya mengelola 
keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan indikator: 
 a. Jumlah produk Intelijen yang dapat digunakan oleh pimpinan 
 dalam giat lintas sektoral. 
 b. Jumlah produk intelijen yg dapat digunakan oleh fungsi 
 Kepolisian lainnya dalam rangka Harkamtibmas. 
 c. Jumlah penurunan potensi gangguan keamanan dan ketertiban 
 diwilayah Polres Enrekang. 
 d. Terbangunnya system pelayanan secara online dan keliling 
 dalam rangka penerbitan SKCK. 
6) Terbangunya kerja sama dengan instansi pemerintah/ swasta / tokoh 
masyarakat / tokoh agama / LSM / Stakeholders di daerah Polres Enrekang 
dalam rangka sinergi Polisional. 
 a. Jumlah MOU yang dibuat antara Polres Enrekang dengan instansi 
pemerintah/ Swasta/LSM/ Stakeholders. 
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 b. Jumlah kerjasama antara Polres Enrekang dengan instansi pemerintah/ 
Swasta/ LSM/ Stakerholder. 
 c. Jumlah personil Polres Enrekang yg ikut dalam pasukan misi 
 perdamaian dunia. 
7) Tergelarnya Bhabinkamtibmas diseluruh Desa/Kelurahan dalam rangka 
implementasi Polmas dan melakukan deteksi dini terhadap potensi 
gangguan keamanan dan gejala sosial masyarakat diwilayah Polres 
Enrekang. Dengan indikator: 
 A. Jumlah komunitas masyarakat dalam menciptakan iklim keamanan. 
 b. Jumlah penempatan 1 (satu) bhabinkamtibmas disetiap desa. 
 c. Jumlah pelatihan dan kegiatan dalam rangka peningkatan kemampuan 
 bhabinkamtibmas diwilayah enrekang. 
 d. Jumlah peningkatan personil bhabinkamtibmas yang memiliki surat 
 keputusan bhabinkamtibmas diwilayah enrekang. 
8) Meningkatnya keselamatan lalu lintas dalam rangka mendukung program 
decade of action for road safety 2011-2020. Dengan indikator: 
 a. Prosentase penurunan jumlah Laka Lantas. 
 b. Prosentase penurunan tingkat fatalitas korban Laka Lantas 
 meninggal dunia. 
 c. Prosentase penurunan jumlah pelanggaran terhadap lima jenis 
 pelanggaran Lalu lintas. 
9) Meningkatnya penyelesaian dan pengungkapan serta terciptanya rasa 
aman terhadap 4 (empat) jenis kejahatan (kejahatan 
konvensional,kejahatan terhadap kekayaan Negara, kejahatan 
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transnasional dan kejahatan berimplikasi kontijensi) diwilayah Polres 
Enrekang. Dengan Indikator: 
 a. Kenaikan Persentase pengungkapan dan penyelesaian kasus 
 tindak Pidana Umum. 
 b. Kenaikan Persentase pengungkapan dan penyelesaian kasus 
 tindak Pidana Narkoba. 
IV.6. Sarana dan Prasarana Polres Enrekang 
 Sarana kerja yang ada di Polres Enrekang tergolong cukup, ini bisa terlihat 
pada tabel di bawah ini: 
No Uraian Jumlah Satuan Ket 
1 Sepeda Motor Roda 2 (dua) 19 Unit  
2 Jeep 2 Unit  
3 Truck Sedang 1 Unit  
4 Bus sSedang 1 Unit  
5 Bus Kecil ( Yanmas ) 2 Unit  
6 Truc Ringan Pick Up  2 Unit  
7 Ford Rangger ( Doubel Cabin ) 1 Unit  
8 Patwal Isuzu D-MAX ( Doubel Cabin ) 1 Unit  
9 Zusuki Grand Vitara 1 Unit  
10 Pat Isuzu D-MAX (Doubel Cabin) 1 Unit  
11 Pat Sedang Hyundai Elantra 1 Unit  
12 Borgol 106 Unit  
13 Borgol Plastik 120 Unit  
14 Helm Patroli 20 Unit  
15 Helm Anti Peluru 15 Unit  
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16 Lampu Senter Flash Light 3 Unit  
17 Senter Biasa 35 Unit  
18 Rompi Anti Peluru 36 Unit  
19 Rompi Anti Sajam 5 Unit  
20 Mega Phone 27 Unit  
 
No Uraian  Jumlah Satuan Ket 
21 Police Line 1 Unit  
22 Kmera Foto 3 Unit  
23 Kaca Pembesar 1 Unit  
24 Slip Jari 1 Unit  
25 Komputer dan printer  1 Unit  
26 Temeng Fiber 141 Unit  
27 Helm Dalmas/ PHH 196 Unit  
28 Rompi Dalmas/ PHH 30 Unit  
29 Pelindung Tangan/ Kaki 126 Unit  
30 Tabung Pemadam Api 3 Unit  
31 Kamera Video (Handycam) 3 Unit  
32 Cutter 6 Unit  
33 Wireless Babin 5 Unit  
34 Tali Dalmas 5 Unit  
35 Tongkat “ T ” 126 Unit  
36 Gas Masker 152 Unit  
37 Pelindung Badan 75 Unit  
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38 Canester 244 Unit  
No Uraian Jumlah Satuan Ket 
40 Rool Meter 1 Unit  
40 Sarung Gas Masker 30 Unit  
41 Tongkat Dalmas 35 Unit  
42 Tactical Anti Riot Gear 40 Unit  
43 Rumah Dinas Type 54 1 Unit  
44 Rumah Dinas Type 45 1 Unit  
45 Asrama Barak Type 45 3 Unit  
46 Asrama Barak Type 38 59 Unit  
47 Masjid  2 Unit  
48 Aula / Gedung Serba Guna 1 Unit  
49 Toko Koperasi 1 Unit  
50 Sekolah TK 1 Unit  
51 Gudang Senpi / Amunisi 1 Unit  
52 Lapangan Tenis 1 Unit  
53 Lapangan Volly Ball 1 Unit  
54 Senpi Genggam 176 Unit  
55 Senpi Pinggang 41 Unit  
56 Bahu ( Senapan Otomatis ) 30 Unit  
57 Senpi Dahura 20 Unit  
Tabel IV. 1 : Sarana dan Prasarana 
Sumber: Paur Log Polres Enrekang tahun 2017 
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IV.7. Sumber Daya Manusia 
REKAPITULASI PERSONIL POLRES ENREKANG 
N
o 
Satuan Jenjang Kepangkatana  
RIL 
 
DSPP 
 
KET 
A
K
B
P 
K
O
M
P
O
L 
AKP I
P
T
U 
I
P
D
A 
AIP
TU 
A
I
P
D
A 
BRI
PKA 
BRI
KPO
L 
BRI
PTU 
BRI
PDA 
P
N
S 
   
1 Pimpinan 1 1           15 16 17 
2 Bag Ops  1  1 1 3  1 3 1 1  12 2  
3 Bag Sumda  1   1 1 2 4 2 2 3  16 29  
4 Bag Ren  1 1   1  2 1  1 1 8 12  
5 Sikeu    1     1    2 9  
6 Sipropam     1   1 2 1   5 15  
7 Siwas    1       1  2 9  
8 Sium           1  1 11  
9 Sat Intelkam    1  1 2 3 6 6 2  7 13  
1
0 
Sat Reskrim   1 1  2  8 3 6 9  30 66  
1
1 
Sat 
Resnarkoba 
  1   1  3 2 2 2  11 25  
1
2 
Sat Binmas   1   3  1 2  1  8 21  
1
3 
Sat Shabara   1   4  6 3 3 15  32 125  
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1
4 
Sat Lantas   1 1 1 4 1 3 9 8 7  35 73  
1
5 
Sat Tahti      1   1  6  8 8  
1
6 
Siti Pol      1     1  2 8  
1
7 
Spkt      2  1  2 2  7 13  
1
8 
Sek 
Enrekang 
  1   4  5 6 3 1  20 50  
1
9 
Sek Cendana   1   7  3 2 1   14 50  
2
0 
Sek Maiwa   0 1  7  6 1 4 2  21 50  
2
1 
Sek 
Anggeraja 
  1   2  3 4 3 2  15 50  
2
2 
Sek Baraka   1   2 1 5 2 5 2 1 19 50  
2
3 
Sek Malua   1   4  5 2 2 1  15 50  
2
4 
Sek Alla   1 1  4  4 4 4 1  19 50  
2
5 
Sek Pers 
Curio 
     2  3 5  2  12 30  
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2
6 
Polsubsektor 
Buntu Batu 
     1  1  1   3 16  
2
7 
Polsubsektor 
Masalle 
     1   1    2 16  
2
8 
Polsubsektor 
Baroko 
             16  
2
9 
Polsubsektor 
Bungin 
     2       2 16  
3
0 
Pamen 
Polres 
 1           1 -  
3
1 
Ba Polres           15  15 -  
Jumlah 1 5 12 8 4 60 6 68 62 54 78 2 360 955  
Tabel IV.2 Rekapitulasi Personil Polres Enrekang 
Sumber: Bagian Sumber Day Tahun 2017 
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BAB V 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam subbab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian tentang hal 
yang berkaitan dengan responsivitas pelayanan Polres Enrekang. Dalam 
mencapai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengaduan yang diberikan, 
maka diperlukan adanya resposivitas atau daya tanggap pelayanan publik Polres 
Enrekang. Responsivitas ini berkaitan dengan kemampuan untuk mengetahui dan 
memahami kebutuhan maupun keinginan masyarakatnya, sehingga pelayanan 
yang diberikan Polres dapat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. 
Untuk melihat responsivitas pelayanan publik pada Polres Enrekang, 
penulis menggunakan enam indikator responsivitas menurut Zeithaml, dkk 
(dalam Hardyansyah, 2011:46), yaitu: 
V.1.Merespon setiap masyarakat / pemohon yang ingin mendapatkan 
pelayanan 
Indikator ini mecakup sikap dan komunikasi yang baik dari petugas ketika 
ada masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan. Sikap adalah sekumpulan 
respon yang konsisten terhadap objek social (campbel dalam Notoatmodjo, 2003 
: 124). Sikap yang baik yang dimaksud disini seperti keramahan, kesopanan dan 
keadilan petugas polres kepada masyarakat. Sikap yang baik ini merupakan 
langkah awal untuk menunjukkan bahwa petugas polres  telah siap dan mau 
melayani atau merespon masayarakat sehingga masyarakat dapat merasa 
diterima dengan baik oleh petugas polres. 
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 Selain sikap, komunikasi yang baik juga diperlukan pada indikator ini. 
Komunikasi merupakan proses dimana dua orang atau lebih melakukan 
pertukaran informasi antar satu sama lain (Everett M. Rogers dan Lawrence 
Kincaid dalam Wiryanto, 6 : 2004). Dengan komunikasi yang baik maka 
masyarakat akan dengan mudah memahami informasi yang disampaikan oleh 
petugas polres. 
 Sikap dan komunikasi petugas polres ketika melayani masyarakat 
merupakan hal awal yang memberikan kesan pada masyarakat mengenai 
pelayanan polres tersebut. Sikap yang baik, ramah, dan sopan dari petugas polres 
akan membuat masyarakat merasa nyaman dan akan merasa diterima dengan 
baik oleh para petugas polres. 
 Sikap yang baik, keramahan dan kesopanan sudah ditunjukkan oleh 
Polres Enrekang saat ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan. 
Berkaitan dengan hal ini berikut hasil petikan hasil wawancara dengan sa;ah satu 
petugas SPKT Polres Enrekang berinisial RH, yang mengatakan bahwa: 
 “kami selaku anggota SPKT Polres Enrekang ini selalu berusaha 
 memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, sebelum 
 melakukan pelayanan kita tidak pernah lupa memberikan 3S yaitu 
 (senyum, sapa, salam), artinya masyarakat di sini merupakan prioritas 
 utama, karena ini bagian pelayanan makanya diutamakan pelayanan yang 
 prima untuk masayarakat”. 
    (Hasil wawancara pada tanggal 28 April 2017 ) 
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 Masyarakat juga sependapat dengan hal tersebut, bahwa petugas SPKT 
Polres Enrekang ini bersikap ramah dan sopan saat memberikan pelayanan. 
Berikut merupakan petikan wawancara dengan salah satu masayarakat enrekang  
berinisial A yang pernah melakukan laporan/pengaduan di polres enrekang, 
mengatakan bahwa:   
 “anggota polres enrekang sudah sangat ramah dan sopan    
 dalam memberikan pelayanan kepada kami”. 
    (Hasil wawancara pada tanggal 30 April 2017) 
 
Masyarakat lain yang berinisial BP mengatakan hal serupa: 
 “anggota polres enrekang sudah memberikan respon yang baik kepada 
 kami, terlihat ketika mereka melayani mereka bersikap sopan, ramah dan 
 murah senyum”. 
    (Hasil wawancara pada tanggal 30 April 2017) 
 
 Namun selain sikap yang baik terhadap masyrakat, komunikasi yang baik 
juga diperlukan dalam merespon masyarakat. Mengenai komunikasi yang ada di 
Polres Enrekang, masyarakat berinisial H berpendapat bahwa: 
 “sikap petugas yang ada di polres enrakang ini sudah baik dan ramah. 
Komunikasi yang dilakukan juga sudah baik dengan selalu menyapa, 
mereka juga menggunakan komunikasi yang dapat mudah kami 
 mengerti dan terima. 
     (Hasil wawancara pada tanggal 1 Mei 2017) 
 Sesuai dengan hasil wawancara, petugas SPKT Polres Enrekang ini telah 
memberikan pelayanan yang baik dengan bersikap ramah dan sopan kepada 
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masyarakat. Komunikasi antar masyarakat dan petugas  juga sudah terjalin 
dengan baik. Hal yang sering dilakukan yaitu menyapa, mengobrol, dan 
menanyakan masalah  apa  yang sedang dihadai oleh masyarakat. 
 Hasil observasi yang telah dilakukan peneliti juga menunjukkan bahwa 
Petugas Polres Enrekang menunjukkan sikap yang baik dan komunikasi yang baik 
kepada masyarakat. Terlihat dari adanya petugas yang bercakap dengan 
masyarakat. 
 Jadi, dapat disimpulkan berkaitan sikap dan komunikasi yang baik sudah 
diberikan oleh pihak petugas kepada masyarakat dengan hasil wawancara yang 
dilakukan, masyarakat merasa nyaman dengan npelayanan yang diberikan oleh 
petugas Polres Enrekang. 
V.2.Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan cepat 
 Indikator kecepatan melayani ini merupakan kesigapan petugas polres 
enrekang dalam melayani masyarakat. Perugas yang nelakukan pelayanan 
dengan cepat dapat dilihat dari kesigapannya. Kesigapan ini ditunjukkan dengan 
adanya petugas yang cekatan dan segera melayani masyarakat yang 
membutuhkan bantuan, serta menanggapi dengan cepat apabila ada masyarakat 
yang bertanya. 
 Sesuai dengan indikator kecepatan dalam melayani, berikut hasil 
wawancara yang dilakukan oleh salah petugas berinisial B di polres enrekang, 
mengatakan bahwa: 
 “kami selaku petugas selalu berusaha meberikan pelayanan yang cepat 
kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan, namun terkadang kami 
juga mengalami kendala sarana dan prasarana yang ada pada polres ini.” 
   (Hasil wawancara pada tanggal 28 April 2017) 
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Salah satu kelurga pelapor berinisial AY juga berpendaat bahwa: 
“pelayanan di polres ini sudah cukup baik, bisa dikatakan cepat karena, 
petugas cepat merespon ketika kita meminta pertolongan.” 
   (Hasil wawancara pada tanggal 1 Mei 2017)  
 
Masyarakat berinisial K juga berpendapat serupa, mengatakan bahwa: 
“saya rasa petugas disini sudah memberikan pelayanan yang cepat, 
karena ketika saya datang melapor, petugas dengan cepat melayani saya.” 
   (Hasil wawancara pada tanggal 1 Mei 2017) 
 
 Kecepatan melayani dengan baik telah diberikan pihak petugas kepada 
masyarakat/pelapor sehingga masyarakat merasa petugas polres enrekang sigap 
dan tulus melayani masyarakat jika mengalami masalah. 
 Jadi, dapat disimpulkan pelayanan dengan cepat telah diberikan oleh 
petugas polres enrekang dibuktikan dengan tidak adanya keluhan masyarakat 
mengenai keterlambatan pelayanan. 
V.3.Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan cermat  
 Pelayanan dengan cermat yaitu fokus, sungguh-sungguh dan teliti dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat baik dalam pekerjaan maupun 
pembicaraan. sungguh berarti melakukan sesuatu dengan benar. Kecermatan 
dalam penyelidikan maupun pembicaraan dalam penyampaian informasi terhadap 
masyarakat merupakan salah satu foctor yang berdampak besar terhadap 
kepercayaan masyarakat. 
 Kecermatan petugas Polres Enrekang ini dilakukan dengan selalu 
memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dan selalu mengingat 
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bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah untuk memberikan rasa aman, nyaman 
kepada masyarakat dan membuat masyarakat merasa puas dengan pelayanan 
yang diberikan. 
 Sesuai dengan indikator ini berikut kutipan wawancara yang dilakukan oleh 
petugas/aparat Polres Enrekang berinisial AF, yang mengatakan bahwa: 
 “Sebagai abdi negara yang profesional kita dituntut untuk selalu focus 
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,sehingga masyarakat 
percaya dan  puas atas pelayanan yang kami berikan”. 
    (Wawancara pada tanggal 29 april 2017 ) 
 
Hal serupa dikatakan oleh masyarakat dengan inisial Z bahwa: 
“Petugas/aparat di polres sudah sangat cermat dalam memberikan 
pelayanannya. Petugasnyapun tidak pernah keliru dalam melayani kami, 
mereka sangat teliti apabila menyangkut masalah atau keluhan yang 
sedang dihadapi oleh masyarakat/pengadu”. 
    (Wawancara pda tanggal  1 Mei 2017) 
 
 
 
 Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan mengenai kecermatan 
melayani, dapat disimpulkan bahwa petugas/aparat Polres Enrekang sudah 
melakukan pelayanan dengan cermat dan fokus memberikan pelayanan untuk 
kesejahteraan masyarakat. 
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 Jadi, dapat disimpulkan mengenai indikator kecermatan dalam melayani, 
Polres Enrekang telah melakukan pelayanan dengan cermat dan sesuai dengan 
apa yang diharapkan oleh masyarakat selaku penerima layanan di Polres tersebut. 
V.4.Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat 
 Pelayanan dengan waktu yang tepat yang dimaksud disini adalah 
pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan atau tidak 
mengulur-ngulur waktu dalam melayani masyarakat dan kedisiplinan para 
petugas/aparat kepolisian dalam melayani masyarakat. Ketepatan waktu petugas 
kepolisian sangat penting, sebab jika terlambat masyarakat akan merasa kecewa 
terhadap pelayanan di polres ini. 
 Ketepatan waktu ini juga merupakan salah satu factor yang mempengaruhi 
kepuasan masyarakat. Ketepatan waktu sangat menentukan penilaian 
masyarakat mengenai baik tidaknya pelayanan yang diberikan sesuai dengan 
waktu yang telah ditetapkan. 
 Ketentuan waktu pelayanan pengaduan di polres enrekang seperti 
ketentuan jam pelayanan yaitu 1x24 jam. Adapun batas waktu pemeriksaaan dan 
penyelesaian perkara menurut Perkap No. 12 Tahun 2009 yaitu: 
 Laporan polisi yang dibuat di SPK wajib segera diserahkan dan harus 
sudah diterima oleh pejabat Reserse yang berwenang untuk 
mendstribusikan laporan paling lambat 1 (satu) hari setelah laporan polisi 
dibuat. 
 Laporan polisi sebagaiman dimaksud ,selanjutnya harus sudah disalurkan 
kepada penyidik yang ditujukan untuk melaksanakan penyidikan perkara 
paling lambat 3 (tiga) hari sejak laporan polisi dibuat. 
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 Perkap No. 12 Tahun 2009 selanjutnya mengatur mengenai batas waktu 
penyelenggaraan penyidikan,batas waktu penyelesaian perkara dihitung sejak 
diterimanya surat perintah penyidikan meliputi: 
 120 hari untuk penyidikan perkara sangat sulit; 
 90 hari untuk penyidikan perkara sulit; 
 60 hari untuk penyidikan perkara sedang; 
 30 hari untuk penyidikan perkara mudah. 
 Berkaitan dengan indikator ketepatan waktu  melayani di Polres Enrekang, 
petugas memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga 
kecil kemungkinan kesalahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
 Berikut ini wawancara yang dilakukan dengan kepala satuan reskrim polres 
enrekang berinisial AS, beliau mengatakan: 
 “Selama ini kami berusaha semaksimal mungkin agar tepat waktu dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kami juga sudah melakukan 
tindakan penyelidikan sesuai dengan prosedur penyidikan yaitu Perkap 
No.14 Tahun 2012 menyangkut manajemen penyidikan dan Perkap 3 
Tahun 2014 menyangkut SOP penyidikan.” 
   (Hasil wawncara pada tanggal 28 April 2017) 
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Petugas lain mengatakan bahwa: 
“Kami sebagai pengayom/pelindung masyarakat sudah tepat waktu dalam 
memberikan pelayanan. Namun  terkadang dalam hal proses penyelidikan 
suatu kasus kami terkendala dalam hal sarana dan prasarana”. 
   (Hasil wawancara pada tanggal 28 April 2017 ) 
 
 Terkait dengan ketepatan pelayanan, berikut hasil wawancara dengan 
masyarakat berinisial EK mengatakan bahwa: 
“Terkait pelayaanan yang diberikan dalam alur dan prosedur pelayanan 
sudah sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Hanya saja dalam hal 
apakah sudah sesuai dengan keinginan saya sebagai pengguna layanan, 
masih belum sesuai dengan keinginan saya karena masih adanya 
petugas/aparat yang tidak memberikan kejelasan mengenai 
perkembangan kasus yang saya laporkan/adukan”. 
   (Hasil wawancara pada tanggal 5 Mei 2017) 
 
Masyarakat berinisial N juga berepndapat senada bahwa: 
“Masih belum sesuai dengan keinginan saya, karena masih adanya 
diskriminasi, oranng yang tidak punya kenalan polisi biasanya lambat 
diproses kasusnya, kalau punya kenalan orang dalam biasanya cepat 
diproses. 
    (Hasil wawancara pada tanggal 5 Mei 2017 ) 
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 Berdasarakan hasil wawancara dengan beberapa petugas dan 
masyarakat dapat dikatakan bahwa indikator ketepatan waktu pelayanan 
masih belum sesuai dengan keinginan masyarakat/pengadu karena 
beberapa hal yaitu adanya diskriminasi yang dilakukan oleh aparat, dan 
masih kurang memadainya sarana dan prasarana yang ada. 
 
 Jumlah kasus Laporan / aduan Masyarakat PadaTahun 2015-2016 
 
No 
 
Jenis Tindak Pidana 
 
Jumlah Tindak 
Perkara (JTP) 
Penyelesaian 
Tindak Perkara 
(PTP) 
 
 % 
1. Curanmor  12 2  
2 Pencurian Biasa 20 14  
3 Curat 1 1  
4 Pencurian Dalam Keluarga 1 1  
5 Pencurian Hewan 1 1  
8 Penipuan/Penggelapan 28 23  
9 Aniaya Berat 1 2  
10 Aniaya Ringan 5 5  
11 Aniaya Biasa 53 50  
12 Pengancaman 10 10  
13 Aniaya Hewan Ternak 2 1  
14 Pengrusakan 8 6  
15 Serobot Tanah 2 2  
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16 Penghinaan 5 5  
17 Kdrt 7 7  
18 Pemerkosaan 1 1  
19 Cabul 11 15  
20 Pengeroyokan 8 8  
21 Penadahan 2 2  
22 Amunisi 1 1  
23 Pembunuhan 1 1  
24 Penemuan Mayat 2 3  
25 Bawa Lari Perempuan 4 1  
26 Pencemaran Nama Baik 2 3  
27 Menentang Untuk Merkelahi 1 1  
28 Pemalsuan 1 -  
29 Miras 3 3  
30 Perlindungan Anak 3 6  
31 Bbm 2 5  
32 Sajam 2 2  
33 Nikah Tampa Ijin 1 1  
34 Perampasan 1 1  
35 
Persetubuhan Terhadap 
Anak 
1 2  
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36 Perjudian  2 2  
Jumlah  205 188 91,70 % 
Tabel V. 1 : Jumlah kasus Laporan / aduan Masyarakat Tahun 2015 
Sumber: Satuan Reskrim Polres Enrekang 
 
 
No 
 
Jenis Tindak Pidana 
 
Jumlah Tindak 
Perkara (JTP) 
Penyelesaian 
Tindak Perkara 
(PTP) 
 
 % 
1 Curanmor 7 2  
2 Curnak 2 1  
3 Illegal Loging 2 2  
4 Penganiayaan 67 65  
5 Perjudian 3 3  
6 Pengeroyokan 14 14  
7 Penghinaan 6 6  
8 Cabul 11 11  
9 Pencurian 12 10  
10 Perzinahan 2 2  
11 Pengancaman 9 8  
12 Kdrt 7 7  
13 Pembunuhan 1 1  
14 Ite 1 1  
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15 Nikah Tampa Ijin 1 -  
16 Penipuan 8 8  
17 Penggelapan 3 3  
18 Penyerobotan Tanah 2 2  
19 Pencemaran Nama Baik 2 2  
20 Pengrusakan 4 4  
21 Melarikan Wanita 1 1  
22 Miras 3 3  
23 Penemuan Mayat 3 3  
24 
Kekerasan Terhadap Orang 
Da Barang 
1 1 
 
25 Sajam 1 1  
26 Kekerasan Terhadap Anak 5 5  
27 Orang Hilang 1 1  
28 Kebkaran 1 1  
Jumlah 180 168 93,33% 
Tabel V. 2 Jumlah kasus Laporan / aduan Masyarakat Tahun 2015 
Sumber: Satuan Reskrim Polres Enrekang 
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 Berdasarkan Jumlah kasus aduan masyarakat pada Satuan Reskrim 
Polres Enrekang setiap tahunnya semakin berkurang dimana tahun 2015 aduan 
yang masuk 205 kasus dan tahun 2016 180 kasus dan aduan yang memperoleh 
pelayanan dari bagian reskrim tidak seluruhnya ditindak lanjuti atau diselesaikan. 
Adapun jumlah kasus yang terselesaikan pada tahun 2015 yaitu 188 kasus dan 
pada tahun 2016 168 kasus. 
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BAB VI 
 KESIMPULAN DAN SARAN 
VI.1. Kesimpulan  
 Berikut ini akan diuraikan kesimpulan mengenai responsivitas pelayanan 
pengaduan masyrakat di Polres Enrekang berdasarkan empat indikator 
responsivitas menurut Zeithaml, dkk (dalam Hardiyansyah, 2011:46), yaitu: 
1. Merespon setiap masyarakat / pemohon yang ingin mendapatkan pelayanan 
 Indikator ini mencakup sikap dan komunikasi yang baik dari para penyedia 
layanan Polres Enrekang kepada masayarakat. Sikap dan komunikasi yang 
diberikan oleh petugas/aparat Polres Enrekang dapat dikatakan baik. 
Petugas/aparat polres memberikan komunikasi yang baik pada masyarakat dan 
bersikap ramah sehingga masyarakat merasa nyaman. 
2. Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan cepat 
 Indikator ini merupakan kesigapan dan ketulusan dari petugas/aparat 
polres dalam melayani masyarakat. Petugas/aparat yang melakukan pelayanan 
dengan cepat dapat dilihat dari kesigapannya. Kesigapan ini ditunjukkan dengan 
adanya petugas/aparat yang cekatan dan segera melayani masyarakat yang 
membutuhkan bantuan, serta menanggapi dengan cepat apabila ada masyarakat 
bertanya. Pelayanan cepat telah diberikan dengan baik oleh petugas/aparat Polres 
Enrekang dibuktikan dengan tidak adanya masyarakat yang mengeluh mengenai 
keterlambatan pelayanan. 
3. Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan cermat 
 Indikator Kecermatan melayani yaitu fokus, bersungguh-sungguh dan teliti 
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik dalam pekerjaan maupun 
pembicaraan. Mengenai indikator kecermatan dalam melayani, Polres Enrekang 
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telah melakukan pelayanan dengan cermat dan sesuai dengan apa yang 
diharapkan oleh masyarakat selaku penerima layanan di polres tersebut. 
4. Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat 
 Indikator ketepatan waktu melayani yang dimaksud disini adalah 
pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan dan kedisiplinan 
petugas/aparat polres,serta tidak tidak terjadi kesalahan dalam melayani., artinya 
pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan keiinginan masyarakat yang 
dilayanidan sesuai dengan prosedur yang ada sehingga tidak ada yang merasa 
dirugikan atas pelayanan yang didapatnya. Berdasarkan hasil wawancara diatas 
dapat disimpulkan bahwa ketepatan waktu pelayanan yang diberikan oleh 
petugas/aparat polres masih belum sesuai dengan keinginan masyarakat. Karena 
beberapa hal yaitu adanya sistem diskriminasi yang dilakukan oleh petugas/aparat 
kepolisian. 
VI.2. Saran 
 Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran 
yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk Polres Enrekang dalam hal 
peningkatan Responsivitas pelayanan pengaduan masyarakat. Antara lain: 
1. Merespon setiap masyarakat / pemohon yang ingin mendapatkan 
pelayanan 
 Petugas/aparat di Polres Enrekang diharapkan dapat memberikan 
pelayanan dengan sikap yang tulus, ramah dan juga menggunakan 
komunikasi yang baik dalam hal pemberian infomasi terkait prosedur apa 
saja yang harus dilalui oleh masyarakat. Sikap dan komunikasi yang baik 
dapat memberikan kesan tersendiri buat masyarakat. 
2. Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan cepat 
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 Petugas/aparat di Polres Enrekang diharapkan dapat lebih cepat 
lagi dalam menangani setiap permasalahan yang dihadapi oleh 
masyarakat. 
3. Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan cermat 
 Petugas/aparat di Polres Enrekang diharapkan lebih bersungguh-
sungguh, tidak memegang hp pada saat pelayanan berlangsung. Karena 
hal itu dapat membuat pelayanan semakin lama. 
4. Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat 
 Petugas/aparat di Polres Enrekang diharapkan dapat lebih 
meningkatkan lagi pelayanan dalam hal waktu pelayanannya. 
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